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Pemilihan Umum Presiden 2009 tak luput dari konstruksi pemberitaan di media 
massa. Mulai dari kampanye yang dilakukan kandidat sampai pelanggaran yang 
terjadi selama masa kampanye. Salah satunya adalah praktek money politics yang 
merupakan fenomena rutin pada masa kampanye dan menjadi pelanggaran pidana 
pemilu terbanyak dalam pelaksanaan pemilu. Pemberitaan terkait money politics 
ini marak diberitakan media massa. Melalui media, masyarakat mendapatkan 
informasi terkait praktek money politics yang terjadi dan bagaimana 
penanganannya di mata hukum. Pemahaman informasi yang disajikan pada teks 
berita akan menimbulkan penilaian dan intepretasi tertentu dari khalayak. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konstruksi fenomena “money 
politics” yang dibentuk dalam teks berita di media massa dan wacana yang 
berkembang di dalamnya. Dalam penelitian ini, teks berita SOLOPOS seputar 
kasus dugaan “money politics” kampanye pasangan capres JK- Wiranto di Solo 
menjadi obyek penelitian karena pemberitaannya menjadi headline selama 
beberapa hari dan perkembangan kasusnya diulas secara berkesinambungan. 
Adanya unsur kedekatan secara emosional dan geografis terjadinya peristiwa ini 
dengan masyarakat Solo serta pemberitaannya yang menyangkut tokoh tenar 
menjadi alasan teks berita tersebut dipilih sebagai obyek penelitian. 
Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan analisis 
wacana pada dimensi teks. Teks berita dianalisis melalui metode analisis teks 
yang mengadopsi elemen-elemen wacana seperti tematik, skematik, semantik, 
sintaksi, stilistik dan retoris. Peneliti akan melihat bagaimana penggunaan elemen 
tersebut untuk mengkonstruksikan fenomena “money politics” lewat teks berita.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa wacana 
yang muncul pada pemberitaan dugaan money politics kampanye JK– Wiranto 
antara lain indikasi money politics pada kampanye JK-Wiranto, sikap tim 
kampanye JK-Wiranto menanggapi dugaan money politics JK, keterlibatan 
institusi tertentu menindaklanjuti dugaan money politics JK dan sikap masyarakat 
dalam menanggapi dugaan money politics JK. Wacana tersebut lebih banyak 
dibentuk melalui elemen skematik, detil, maksud dan leksikon. Sedangkan elemen 
koherensi, bentuk kalimat, metafora dan grafis lebih dimanfaatkan untuk 
mendukung dan memperkuat wacana yang terbentuk. Dengan melihat wacana 
yang dibangun, teks memiliki kecenderungan mengkonstruksi peran Panwaslu 
dan Bawaslu secara positif. Sedangkan JK dan pihak polisi cenderung 
dikonstruksikan secara negatif.  
ABSTRACT 
President Election in 2009 become a major issue to the news 
construction. The transgression during the campaign period, such as “money 
politics” which is a routine phenomenon during the campaign period. Money 
politics was the biggest transgression criminal case in the election run and become 
news text on mass media. By media, public get information about money politics 
and how this is handling. Then it will build such an interpretation and perception 
to the public. 
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The purpose of this research are to comprehend construction of money 
politics phenomenon on the news text in mass media and the discourse that 
developed in it. In this research, SOLOPOS news text about “money politics” 
issues during president candidate JK-Wiranto campaign in Solo become the 
research object because it was became a headlines in few days and it was 
discussed for a several time. Approximately and prominence elements became the 
reasons this event is  chosen as the research’s object.  
This research is a qualitative research with discourse analysis on text 
dimensions. News text was analyzed using text analyze method adopted from 
discourse analyzed such as thematic, schematic, semantic, syntac, stilic and 
rhetoric. The researcher will see how far this elements are used to construct 
money politics phenomenon by news text. 
The conclusions of this research shows that there is some discourse shown 
in the news of money politics issues during the president candidate JK-Wiranto 
campaign period. The discourse that shown was money politics issues of JK-
Wiranto turn to transgression of election rules, respons of JK’s campaign team, 
the involvement of some institution to respons money politics issues of JK-
Wiranto and public respons of money politics issues of JK-Wiranto campaign. In 
this case, the text mostly used the elements of schematic, detail, meaning, and 
lexical to create discourse. While the text also used the elements of coherence, 
sentence structure, metaphor, and graphic to support the discourse. According to 
discourse, text have a tendency to take a side with the election watch (panwaslu 
and bawaslu). The news show that the election watch have a tendency of a 
positive construction on the text. In the other hand, JK and the police inclined 




















A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan 
informasi semakin beragam. Informasi yang dibutuhkan tersebut berkaitan 
dengan segala peristiwa dan kondisi yang terjadi, baik dalam kehidupan 
sekitar maupun lingkup dunia. Kebutuhan informasi ini menyangkut berbagai 
aspek kehidupan masyarakat antara lain : informasi dalam bidang politik, 
hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Keragaman informasi yang ada dalam 
masyarakat mampu ditangkap media massa sebagai suatu kebutuhan yang 
harus dipenuhi.  
Beberapa waktu yang lalu, bangsa Indonesia baru saja melaksanakan 
pesta demokrasi. Pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif pada 9 April 2009 
maupun Pemilihan Presiden pada 8 Juli 2009 telah berhasil dilalui. Dalam 
pelaksanaan proses demokrasi, media massa berperan penting dalam 
memenuhi kebutuhan informasi masyarakat berkaitan dengan pemilu terutama 
pada masa periode kampanye.  
Selama periode ini, laporan-laporan kampanye, pidato politik para 
calon, poling pendapat umum bahkan urusan rumah tangga para tokoh politik 
menjadi bahan pemberitaan media massa. Berita kampanye politik yang 
dilakukan oleh para caleg maupun capres marak diberitakan oleh berbagai 
surat kabar baik skala lokal maupun nasional. Pemberitaannya mampu 
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mempengaruhi citra para caleg dan capres di mata pemilihnya baik positif 
ataupun negatif. Citra yang melekat dalam diri para calon tersebut dapat 
dipengaruhi oleh perilaku yang dilakukan pada masa kampanye.  
Bagi media massa, beragam pemberitaan terkait pemilu menjadi hal 
penting dan layak diinformasikan kepada masyarakat. Salah satu poin penting 
yang seringkali menjadi bahan pemberitaan dalam setiap pelaksanaan pemilu 
adalah praktek money politics pada masa kampanye. Fenomena money politics 
atau politik uang yang dilakukan oleh para calon pada masa kampanye tentu 
saja menjadi bahan pemberitaan yang ’empuk’ bagi para awak media. Media 
melihat fenomena tersebut sebagai informasi yang memiliki news value dan 
layak diberitakan kepada masyarakat.  
Gejala money politics memang seakan menjadi sebuah fenomena yang 
tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Sampai saat ini pun masih belum ada 
definisi maupun batasan yang jelas mengenai arti money politics. Namun 
secara sederhana, praktek money politics dalam pemilu biasanya berupa 
pemberian uang dan materi lainnya kepada calon pemilih dengan harapan 
pemilih tersebut memberikan dukungan atau memilih calon atau pihak yang 
memberikan uang. Dalam hal ini, politik uang dianggap sebagai pelanggaran 
pemilu karena memberikan uang sebagai bentuk upaya untuk mempengaruhi 
pilihan politik pemilih.  
Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, praktek politik uang termasuk 
pelanggaran pemilu yang paling banyak terjadi diantara pelanggaran pemilu 
lainnya. Bahkan pelanggaran ini cenderung meningkat dari pelaksanaan 
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pemilu-pemilu sebelumnya. Data pelanggaran pidana pemilu yang direkap 
oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya peningkatan 
jumlah temuan pidana politik uang pada Pemilu Legislatif 2009 dibandingkan 
dengan pemilu legislatif 2004. Menurut data Panitia Pengawas Pemilu 2004, 
dugaan politik uang hanya mencapai 50 kasus. Sedangkan untuk pemilu 
legislatif 2009, data pemantauan ICW di empat kota, yakni Jakarta, Semarang, 
Surabaya dan Makassar, menemukan setidaknya 150 kasus dugaan politik 
uang. Modus pembagian uang secara langsung merupakan modus yang paling 
banyak terjadi. Bisa diduga, jumlah ini akan membengkak karena secara 
nasional setiap daerah memiliki potensi yang sama terhadap terjadinya 
pelanggaran politik uang. (Adnan Topan Husodo, 2009) 
Adanya praktek politik uang menyebabkan proses politik menjadi bias. 
Akibat penggunaan uang, pemilu sulit untuk mencapai tujuan sejatinya. 
Politik uang dapat mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu dan  
mengotori substansi pemilu. Selain itu, praktek politik uang juga bisa 
mempengaruhi perilaku pemilih. Masyarakat kalangan tingkat bawah dengan 
situasi ekonomi yang sulit dan tingkat pendidikan buruk selalu menjadi 
sasaran politik uang. Mereka inilah yang dengan senang hati menerima 
pemberian uang atau materi lainnya dari calon legislator karena didorong oleh 
kebutuhan hidup konkret.  
Terlepas dari adanya penilaian positif maupun negatif, praktek money 
politics merupakan fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Di daerah 
manapun dan dalam bentuk apapun, praktek money politics senantiasa akan 
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mewarnai proses penyelenggaraan pesta demokrasi terutama pada masa 
kampanye pemilu. Di sisi lain, bagi jurnalis yang berperan penting sebagai 
watch dog dalam proses demokrasi, praktek money politics merupakan realita 
yang cukup menarik sebagai bahan pemberitaan, sekalipun realita yang 
dimaksud seringkali didasarkan pada fakta yang direkayasa dan bersifat 
tendensius. 
Sedangkan dari sisi proses sosial, proses pengemasan dan pengolahan 
isu praktek money politics pada masa kampanye politik menjadi sebuah sajian 
berita merupakan bagian dari proses rekonstruksi sosial. Maksudnya adalah 
apa yang kita baca dalam berita merupakan manifesti dari pemahaman seorang 
jurnalis terhadap isu-isu atau fenomena sosial yang terjadi kemudian 
diekspresikan dalam bentuk sajian berita sesuai dengan kepentingan dan 
tujuan jurnalis yang bersangkutan. 
Seperti halnya pada pelaksanaan pemilu 2009 yang lalu, praktek 
money politics juga terjadi di kota Solo. Pemberitaannya pun mewarnai 
halaman surat kabar setempat selama masa pemilu. SOLOPOS sebagai surat 
kabar lokal terbesar di Solo melihat informasi tersebut sebagai hal yang layak 
dan penting diberitakan, khususnya bagi masyarakat Solo. Melalui media 
massa, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait adanya praktek money 
politics yang terjadi di sekitarnya dan bagaimana penanganannya di mata 
hukum. Pemahaman terhadap informasi yang disajikan media massa tersebut 
akan menimbulkan persepsi dan interpretasi tersendiri karena saat ini 
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masyarakat sudah cukup kritis memberikan penilaian terhadap fenomena yang 
terjadi di sekitarnya. 
Selama periode pemilu legislatif dan presiden 2009, surat kabar 
SOLOPOS menyajikan 45 judul berita berkaitan dengan pemberitaan praktek 
money politics dalam rentang waktu Januari 2009-Juli 2009. Sayangnya, 
sebagian besar kasus money politics yang diberitakan selalu tidak jelas 
penanganan hukumnya dan terkesan mengambang karena tidak ada tindak 
lanjutnya.     
Namun dari kasus praktek money politics yang diberitakan itu, ada satu 
kasus yang cukup menarik untuk dijadikan obyek penelitian yaitu pemberitaan 
dugaan money politics pasangan capres JK dan Wiranto saat melakukan 
kampanye di Solo dalam pemilu 2009 lalu. Dalam kasus tersebut, Panwaslu 
Solo menduga ada indikasi praktek money politics pada kampanye JK. 
Indikasi money politics ini terlihat ketika Jusuf Kalla memberikan uang untuk 
melunasi utang kepada salah seorang warga diatas panggung saat dirinya 
berkampanye. (SOLOPOS, 22 Juni 2009) 
Pada pemberitaan kasus dugaan money politics tersebut, diuraikan 
bahasan terkait pembuktian apakah Jusuf Kalla melakukan money politics 
dalam kampanye. Dalam hal ini terdapat pro dan kontra berhubungan dengan 
penyidikan kasus itu antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti 
panwaslu, polisi, dan tim kampanye Jusuf Kalla. Pemberitaan kasus JK 
tersebut tentu saja dapat membangun beragam wacana di benak pembaca. 
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Peristiwa ini menjadi bahan pemberitaan yang hangat dan sempat 
menjadi headline selama beberapa hari di SOLOPOS. Meskipun kasus 
tersebut belum terbukti adanya pelanggaran money politics, tetapi secara tidak 
langsung pemberitaannya dapat mempengaruhi citra pasangan tersebut karena 
mampu menimbulkan persepsi yang negatif baik terhadap Jusuf Kalla maupun 
Wiranto di mata para pembaca. 
Selain menjadi headline, pemberitaan kasus dugaan money politics 
pasangan JK-Wiranto selalu ditempatkan di halaman depan dan 
perkembangan kasusnya pun diulas secara berkesinambungan sampai 
berakhirnya kasus tersebut. Adanya unsur kedekatan (proximity) secara 
emosional dan unsur geografis terjadinya peristiwa dugaan money politics ini 
dengan masyarakat Solo mendorong SOLOPOS sebagai surat kabar lokal 
memberikan porsi pemberitaan yang lebih dibandingkan dengan berita lain.  
Disamping itu tokoh yang terlibat dalam hal ini adalah Jusuf Kalla 
selaku calon presiden dan wakil presiden pada saat itu yang memiliki posisi 
penting di Indonesia sehingga mendorong SOLOPOS selalu mengikuti 
perkembangan kasusnya. Peristiwa yang menyangkut tokoh tenar atau disebut 
unsur prominence dan sangat dikenal pembaca tentu saja memiliki news value 
yang layak dan menarik untuk diberitakan. Dengan adanya faktor-faktor 
tersebut maka pemberitaan dugaan money politics pasangan JK-Wiranto di 
SOLOPOS menjadi hal menarik untuk dipilih sebagai obyek penelitian. 
Pemberitaan mengenai kasus money politics ini diberitakan oleh media 
dengan beragam sudut pandang. Wartawan mengkonstruksi peristiwa tersebut 
 xx 
menjadi sebuah teks berita berdasar sudut pandang yang dianggap paling 
menarik dan memiliki nilai berita tinggi. Konstruksi peristiwa yang tersaji 
dalam teks berita akan mampu membangun wacana dalam benak pembaca.  
Proses konstruksi dalam media dapat dilakukan dengan beragam cara 
antara lain melalui penonjolan unsur-unsur yang dianggap penting bagi 
wartawan, pemilihan narasumber dan penggunaan bahasa yang dituangkan ke 
dalam teks berita. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 
bagaimana wacana money politics dikonstruksikan dalam pemberitaan kasus 
dugaan money politics kampanye JK-Win yang disajikan pada teks berita 
SOLOPOS dan wacana apa saja yang terbentuk dalam proses konstruksi pada 
teks berita tersebut. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : Bagaimana wacana money politics dikonstruksikan dalam 
pemberitaan kasus dugaan money politics kampanye JK-Wiranto di Solo pada 
teks berita SOLOPOS selama periode 22 Juni 2009-10 Juli 2009 ?  
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana money 
politics dikonstruksikan dalam pemberitaan kasus dugaan money politics 
kampanye JK-Wiranto di Solo pada teks berita SOLOPOS selama periode 22 
Juni 2009-10 Juli 2009.  
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D.  MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dalam penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan dalam teori 
komunikasi, khususnya mengenai wacana dalam pemberitaan di media 
massa dan dapat menyumbangkan pemikiran bagi penelitian serupa yang 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan data-data yang konkret pada penulis, khalayak dan juga pada 
institusi media yang membutuhkan untuk melakukan evaluasi dan 
pengambilan kebijakan atas materi yang disajikan. 
 
 
E. KERANGKA TEORI  
1. Komunikasi Massa dan Media Massa  
Komunikasi massa dan media merupakan dua hal yang saling 
berkaitan. Komunikasi massa tidak akan ditemukan maknanya tanpa 
menyertakan media sebagai elemen terpenting dalam komunikasi massa. 
Sebab tidak ada komunikasi massa tanpa ada media (Nurudin, 2003 : 62 ). 
Oleh karena itu, jika kita membicarakan fungsi komunikasi massa maka 
sekaligus membicarakan fungsi media massa. 
Secara sederhana, menurut David K. Berlo, suatu proses komunikasi 
melibatkan source (sumber), message (pesan), channel (saluran)  dan receiver 
(penerima). Sebagaimana yang dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang 
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menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah 
terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. 
Sedangkan saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah 
orang yang menjadi sasaran komunikasi. ( Berlo dalam Mulyana, 2008: 162) 
Dalam kaitannya dengan media massa, media massa berperan sebagai 
komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk berita 
kepada audience/ khalayak yang berperan sebagai penerima. Berita atau 
informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan khalayak dan media massa 
ada untuk memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi tersebut. Sedangkan 
channel dapat diartikan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi, 
misalnya surat kabar, televisi dan radio. Untuk penelitian ini memfokuskan 
pada pesan atau teks berita yang disajikan oleh media massa kepada khalayak 
dalam bentuk surat kabar. 
Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 
menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 
heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan komunikasi lain adalah 
dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 
menyebarkan pesan seketika pada waktu yang tak terbatas. (Nurudin, 2003 : 
8) 
Pesan yang disebarkan oleh media massa tersebut tentu saja akan 
memiliki efek pada khalayak baik dari segi individu maupun segi masyarakat. 




“The consistent and ongoing effect of the media is to expand the range of 
common experience among the participants in the mass they attract. 
People have become much more responsive to distant events. Research on 
the effects of mass communication needs to focus equally on two different 
levels: that of the individual, and that of the larger polity and society.” 
 
(Konsistensi dari efek media adalah memperluas pengalaman partisipan 
pada masyarakat yang dipengaruhinya. Orang menjadi lebih responsif 
pada peristiwa yang jauh. Riset efek komunikasi massa difokuskan pada 
dua level berbeda yaitu individu dan masyarakat yang lebih luas.) 
 
Menurut Denis McQuail (1996:70) terdapat 5 fungsi utama media 
massa, antara lain :  
1) Informasi, yaitu menyediakan peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan 
dunia. 
2) Korelasi, yaitu menjelaskan, menafsirkan dan mengomentari makna 
peristiwa dan informasi 
3) Kesinambungan, yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui 
keberadaan khusus serta pengembangan budaya baru. 
4) Hiburan, yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan suasana 
relaksasi, meredakan ketegangan. 
5) Mobilisasi, yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang 
politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang  kala juga 
dalam bidang agama. 
 
Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau 
gambaran umum tentang banyak hal, media massa mempunyai kemampuan 
untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik (Sobur, 
2009: 31). Oleh karena itu, media massa dituntut untuk menyampaikan 
informasi secara akurat dan tidak bias.  
Media dan jurnalis harus mampu memberitakan peristiwa secara 
cermat dan tepat (akurat), lengkap, adil, cover both side (meliput dua sisi yang 
berbeda secara seimbang), fairness (berimbang, adil dan tidak bias) antara 
narasumber atau pihak yang berkepentingan, dan tidak mencampurkan fakta 
 xxiv 
dan opini sendiri atau disebut objektif (objectivity). Hal ini disebabkan 
pemberitaan suatu peristiwa akan menentukan opini dan persepsi yang muncul 
dari para pembaca.  
Seperti yang diungkapkan Mark Deuze (2008 : 848) dalam 
International Journal of Communication berikut 
“In journalism, a similar trend is emerging, where traditional role 
perceptions of journalism influenced by its occupational ideology —
providing a general audience with information of general interest in a 
balanced, objective, and ethical way…” 
 
(Dalam jurnalistik, peran tradisional dari persepsi jurnalistik dipengaruhi 
oleh ideologi pekerjaan yaitu menyediakan audien dengan informasi yang 
menarik secara umum secara seimbang, obyektif dan sesuai etika… ) 
 
Pada dasarnya, bentuk media massa dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
media cetak misalnya surat kabar, majalah dan media elektronik misalnya 
televisi, radio. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada surat kabar, lebih 
tepatnya teks berita dalam surat kabar. Surat kabar merupakan bentuk media 
massa pertama sebagai perintis munculnya bentuk media massa yang lain.  
Menurut Agee (dalam Ardianto dan Komala, 2004: 98), secara 
kontemporer surat kabar memiliki fungsi utama yaitu : (1) to inform 
(menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi 
dalam suatu komunitas, negara dan dunia, (2) to comment (mengomentari 
berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita,  (3) 
to provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang 
membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media.  
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Fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah fungsi informasi. 
Oleh karena itu, sebagian besar rubriknya berisi tentang berita. Hal ini sesuai 
dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan 
setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 
Karakteristik surat kabar sebagai media massa antara lain  
1) Publisitas 
Penyebaran pada publik atau khalayak. Semua aktivitas manusia yang 
menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah 
layak untuk disebarluaskan. Pesan melalui surat kabar harus memenuhi 
kriteria tersebut. 
2) Periodesitas 
Menunjukan pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi 
mingguan. Setiap hari manusia selalu membutuhkan informasi. Selama 
ada kehidupan, selama itu pula surat kabar terbit. 
3) Universalitas 
 Menunjuk pada kesemestian isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh 
dunia. Isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jika 
tidak, tidak dikategorikan media massa. 
4) Aktualitas 
 Kini atau keadaan sebenarnya. Laporan tercepat menunjuk pada kekinian, 
atau terbaru dan masih hangat. Khalayak memerlukan informasi yang 
paling baru. 
5) Terdokumentasikan 
 Dari berbagai berita ada yang dianggap penting oleh pihak-pihak tertentu 
untuk diarsipkan atau dikliping. Misalnya berkaitan dengan instansinya, 
atau artikel bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Pengklipingan 
biasanya dilakukan oleh public relations.  
 (Ardianto dan Komala, 2004: 105-106) 
 
Sebagian besar isi dari surat kabar adalah berita. Berita merupakan 
elemen penyusun pokok dan terpenting dalam surat kabar. Menurut Mitchel 
V. Charnley (dalam Mulyana, 2005: 22), berita adalah laporan yang tepat 
waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting 
atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. Agar suatu fakta dapat ditulis 
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menjadi sebuah berita maka fakta tersebut harus memiliki news value atau 
nilai berita. 
Nilai berita diartikan sebagai nilai penting dan menarik atau gabungan 
keduanya bagi pembaca. Secara umum, suatu peristiwa dipandang memiliki 
news value apabila memiliki satu atau beberapa unsur dibawah ini :  
1. Significance (penting)  
Peristiwa itu berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak. 
2. Magnitude (besar)  
Peristiwa itu menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang 
banyak. 
3. Timeliness (waktu)  
Aktual, hangat, atau termasa; menyangkut hal-hal yang baru saja terjadi. 
4. Proximity (dekat)  
Peristiwa yang memiliki kedekatan dengan pembaca, baik secara geografis 
maupun emosional. 
5. Prominence (tenar)  
Menyangkut hal atau orang terkenal atau sangat dikenal pembaca. 
6. Human interest (manusiawi)  
Menyangkut hal-hal yang bisa menyentuh perasaan pembaca. 
(Mursito, 2006: 180-181) 
Umumnya, berita pada surat kabar ditulis dengan model piramida 
terbalik. Penyajian fakta diurutkan berdasarkan hal yang terpenting sampai 
tidak penting. Sebuah berita terdiri dari judul, teras berita (lead) dan tubuh 
berita. Judul harus membersitkan makna karena berfungsi sebagai pemancing 
agar khalayak berminat membaca keseluruhan berita (Ras Siregar, 1987 : 
163). Oleh karena itu judul berita haruslah singkat, padat, dan provokatif.  
Lead berupa ringkasan fakta terbaru dan terpenting. Menurut Rolnicki 
(2008: 37-38), ringkasan di teras berita ini masih menjadi pilihan utama bagi 
para penulis koran harian. Sedangkan tubuh berita merupakan isi dari berita. 
Tubuh berita terdiri atas sejumlah paragraf yang disusun sedemikian rupa 
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sehingga terdapat keterkaitan pokok pikiran antara paragraf yang 
berdampingan. Jadi pokok pikiran suatu paragraf harus selalu berkaitan 
dengan pokok pikiran paragraf sebelum atau sesudah tersebut. (Ashadi 
Siregar, 1998 : 147). Paragraf yang tidak berkaitan dan menyimpang dari 
pokok bahasan serta tidak mencerminkan judul yang telah ditetapkan hanya 
akan menyesatkan perhatian khalayak. (Sumadiria, 2006 : 93). 
 
2. Analisis Teks dalam Berita Surat Kabar 
2.1 Bahasa dan Konstruksi Realitas 
Sesungguhnya berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas 
sosial yang terdapat dalam kehidupan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa 
penulisan berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksikan realitas sosial 
daripada gambaran dari realitas itu sendiri.  
Berita dipandang sebagai hasil konstruksi dari realitas sehingga sangat 
potensial terjadi peristiwa sama yang dikonstruksi secara berbeda oleh 
beberapa media massa. Wartawan atau jurnalis bisa jadi mempunyai 
pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa yang 
terwujud dalam teks berita. Hal tersebut tergantung dari kepentingan 
wartawan ataupun media itu sendiri. 
Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama dan 
merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Menurut Tuchman, 
bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Penggunaan bahasa 
(simbol) tertentu menentukan format narasi dan makna tertentu. Jika dicermati 
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secara teliti, seluruh isi media menggunakan bahasa baik bahasa verbal (kata-
kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal (gambar, foto, gerak gerik, 
grafik, angka dan tabel). (Hamad, 2004: 12) 
Menurut Larry L. Barker (Barker dalam Mulyana, 2008: 266-267 ), 
bahasa memiliki tiga fungsi antara lain 
a) Fungsi penamaan (naming atau labelling) yaitu usaha mengidentifikasi 
objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat 
dirujuk dalam komunikasi. 
b) Fungsi interaksi yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang 
dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan atau 
kebingungan. 
c) Fungsi transmisi informasi yaitu fungsi menyampaikan pesan. 
 
 Bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan maupun 
informasi. Melalui bahasa, wartawan menyampaikan informasi dalam bentuk 
berita. Dengan bahasa yang dipakai, baik melalui pilihan kata maupun cara 
penyajiannya, seorang wartawan mampu mempengaruhi orang lain (pembaca). 
 Dalam media massa, keberadaan bahasa tidak lagi sebagai alat semata 
untuk menggambarkan realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (citra) 
yang akan muncul di benak khalayak. Penggunaan bahasa tertentu 
berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. 
Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur 
konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya.  Dari perspektif ini, 
bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas tetapi sekaligus dapat 







Reality creates      creates  Creates reality 
 
    culture 
Gambar 1.1 Hubungan antara bahasa, realitas dan budaya 
Bahasa sangat dominan dan menjadi media utama dalam mengenkode 
realitas sosial. Dalam hal ini, fungsi bahasa tidak hanya sebagai ekspresi diri 
tetapi juga sebagai media perantara fakta. Fakta-fakta dalam konstruksi sosial 
hanya dapat diketahui oleh khalayak bila dikomunikasikan dengan bahasa 
melalui media massa. (Mursito, 2006 : 117) 
Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan 
bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan hanya sebagai 
alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa 
yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media 
massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna 
dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya itu. 
(Sobur, 2009 : 88)  
Bahasa yang dipakai media bisa menentukan makna di benak 
khalayak. Menurut De Fleur dan Ball Rokeach (dalam Hamad, 2004 : 12) 
terdapat berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna antara 
lain mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, mengganti 
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makna lama sebuah istilah dengan makna baru dan memantapkan konveksi 
makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. Makna dapat digeser, 
diperluas, dipersempit ataupun disederhanakan. Hal ini karena media dibaca 
oleh khalayak heterogen yang memiliki latar belakang variatif baik dari segi 
status sosial, ekonomi, profesi dan tingkat pendidikan. 
Untuk memahami konstruksi realitas sosial oleh media massa yang 
tertuang dalam teks berita dapat dilihat melalui analisis teks. Sebagaimana 
fokus dalam penelitian ini adalah teks berita. Teks berfungsi untuk 
membangun realitas. Secara linguistik, teks dapat dianalisis dengan melihat 
kosakata, sintaksis, dan semantiknya. Prinsip koherensifitas, hubungan antar 
kata dan antar kalimat juga diperhatikan dalam membentuk pengertian.  
Dalam penelitian ini, teks berita dapat dianalisis dengan pendekatan 
wacana. Ricoeur (dalam Sobur, 2009: 53) mengajukan suatu definisi yang 
mengatakan bahwa teks adalah wacana (berarti lisan) yang difiksasikan ke 
dalam bentuk tulisan. Analisis wacana lebih melihat pada ‘bagaimana’ suatu 
pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana kita bukan hanya 
mengetahui isi teks berita dan bagaimana pesan itu disampaikan. Tetapi juga 
dapat melihat makna yang tersembunyi dari sebuah teks melalui struktur 
kebahasaannya. 
2.2   Analisis Wacana 
Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan komunikasi. Lebih 
tepatnya lagi, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi 
(pragmatik) bahasa. Analisis wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah 
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berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantik, sintaksis, morfologi 
dan fonologi. (Sobur, 2009: 48) 
Wacana berasal dari bahasa Inggris yaitu discourse. Menurut Webster 
(dalam Sobur, 2009 : 9-10), wacana dapat diartikan sebagai berikut 
1. Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-
gagasan, konversasi atau percakapan 
2. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok 
telaah 
3. Risalat tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah. 
 
Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi massa, antara 
lain teks seperti naskah pidato, artikel dalam surat kabar, buku dan iklan 
kampanye pemilihan umum. Analisis wacana memungkinkan kita melihat 
bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, digunakan dan dipahami. Selain itu, 
analisis wacana juga dapat memungkinkan kita melacak variasi cara yang 
digunakan komunikator dalam upaya mencapai tujuan atau maksud tertentu 
melalui pesan-pesan yang berisi wacana tertentu yang disampaikan. (Pawito, 
2007 : 170)  
Keiko Matsuki (dalam Pawito, 2007: 172-173), membedakan analisis 
wacana dalam dua pendekatan yaitu  
· Pendekatan Sosiolinguistik  
Pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan-persoalan bahasa secara 
mikro, seperti persoalan formal tekstual dari wacana, atau bentuk-bentuk 




· Pendekatan Sosiokultural  
Pendekatan yang melihat wacana sebagai praktik sosial. Pendekatan ini 
menitikberatkan pada praktik sosial kehidupan manusia, dan menempatkan 
wacana sebagai tindakan manusia yang senantiasa berkaitan dengan 
proses-proses simbolik, seperti kekuasaan (power) dan ideologi. 
Pendekatan ini menempatkan lambang-lambang dalam konteks situasional 
maupun historis secara lebih luas sehingga lebih dekat dengan semiotika. 
Analisis wacana tidak dapat dipisahkan dengan bahasa karena unit 
analisis dari wacana adalah bahasa itu sendiri, atau lebih tepatnya lagi fungsi 
dari bahasa. Dalam penelitian ini digunakan analisis wacana pada dimensi teks 
sebagai pendekatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus dari 
penelitian ini adalah teks berita sehingga data penelitian yang diperoleh 
berupa teks. Oleh karena itu, teks berita dianalisis dengan menggunakan 
analisis teks (textual analysis). 
Teks berita pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis 
teks dengan mengadopsi elemen wacana dari Van Dijk. Elemen-elemen 
wacana tersebut meliputi tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan 
retoris. Melalui penggunaan elemen tersebut, teks dapat dikaji secara lebih 
mendalam. Van Dijk memanfaatkan analisis lingustik tentang kosakata, 
kalimat, proposisi dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. 
Suatu teks merupakan sebuah struktur yang terdiri dari tiga tingkatan antara 
lain : 
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1. Struktur makro, merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat 
diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu 
berita. 
2. Superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan 
kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun dalam berita 
secara utuh. 
3. Struktur mikro, merupakan makna wacana yang diamati dari bagian 
kecil suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase dan 
gambar. (Eriyanto, 2001: 226)  
Tiga tingkatan diatas membantu peneliti mengamati bagaimana suatu 
teks terbangun lewat elemen yang lebih kecil. Kita tidak cuma mengerti apa 
isi dari suatu teks berita, tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, 
kalimat, paragraf dan proposisi. Kita tidak hanya mengetahui apa yang diliput 
media, tetapi juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke dalam 
pilihan bahasa tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat retorika tertentu. 
(Eriyanto, 2001: 227) 
Secara sederhana analisis teks dengan mengadopsi elemen wacana Van 
Dijk dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini  
Tabel 1.1. Analisis Teks dengan Elemen Wacana 
Van Dijk (Eriyanto, 2001: 228-229) 
STRUKTUR 






(Tema/topik yang dikedepankan 










(bagaimana bagian dan urutan 





Makna yang ingin ditekankan 
dalam teks berita. Misal dengan 
memberi detil pada satu sisi atau 
membuat eksplisit satu sisi dan 
mengurangi detil sisi lain 
 
 
Latar, detail, maksud, pra 
anggapan, nominalisasi 
b Sintaksis 
Bagaimana kalimat (bentuk, 
susunan) yang dipilih 
 
 
Bentuk kalimat, koherensi, 
kata ganti 
c Stilistik 
Bagaimana pilihan kata yang 



















Penjelasan elemen-elemen dari tabel analisis teks diatas dapat 
diuraikan sebagai berikut :  
· Tematik 
Tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Topik 
menunjukkan informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin 
disampaikan komunikator. Seperti yang diungkapkan Van Dijk (1983 : 69), 
”By the thematic structure of a discourse, we understand the overall 
organization of global ’topic’ a news item is about.”  
Topik ini didukung oleh subtopik satu dengan sub topik lain yang saling 





Skematik menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana 
umum itu disusun dengan sejumlah kategori atau pembagian umum seperti 
pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, penutup dan sebagainya. 
Skematik merupakan strategi dari wartawan untuk mendukung topik tertentu 
yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan 
tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian 
mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi 
penting. (Sobur, 2009: 76) 
Dalam suatu teks berita, elemen skematik meliputi dua skema besar yaitu 
summary yang terdiri dari judul dan lead serta story yang berisi isi berita 
secara keseluruhan. Story dapat dibedakan menjadi dua sub kategori antara 
lain situasi yang menjelaskan jalannya suatu cerita dan komentar narasumber 
yang ditampilkan teks.  (Eriyanto, 2001: 232-233) 
· Semantik 
Dalam skema Van Dijk, semantik dikategorikan sebagai makna lokal 
(local meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, 
hubungan antar posisi yang membangun makna tertentu dalam suatu 
bangunan teks. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagaimana yang penting 
dari struktur wacana tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu 
peristiwa. (Sobur, 2009: 78) 
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 Semantik dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau kelompok 
sendiri secara positif sedangkan kelompok lain secara negatif sehingga 
menghasilkan makna yang berlawanan. 
Semantik dapat dilihat dari beberapa elemen (Sobur, 2009 : 79) yaitu  
a) Latar merupakan bagian berita yang bisa mempengaruhi semantik (arti 
kata) yang ingin ditampilkan. Dalam menulis berita, seorang jurnalis akan 
mengemukakan latar belakang peristiwa yang ditulis karena latar yang 
dipilih menentukan kearah makna pandangan khalayak akan dibawa.  
b) Detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. 
Hal yang menguntungkan komunikator diuraikan secara detil dan 
terperinci, sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan akan dikurangi. 
Elemen ini merupakan strategi wartawan untuk mengekspresikan sikapnya 
secara implisit. 
c) Maksud adalah elemen menunjukkan informasi yang menguntungkan 
komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan 
informasi yang merugikan akan diuraikan secara implisit dan tersamar.  
d) Praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung 
makna suatu teks. Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang 
terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan. 
e) Nominalisasi merupakan pengubahan kata kerja menjadi kata benda. 
Strategi ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial 




Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan secara 
negatif itu juga dilakukan dengan manipulasi politik menggunakan sintaksis 
(kalimat), seperti pada pemakaian kata ganti, aturan tata kata, pemakaian 
kategori sintaksis yang spesifik, pemakaian kalimat aktif atau pasif, peletakan 
anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks dan sebagainya (Sobur, 
2009: 80). Sintaksis dapat dilihat dari elemen berikut : 
a) Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 
berpikir logis yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat bukan hanya 
persoalan teknis kebenaran tata bahasa tetapi menentukan makna yang 
dibentuk oleh susunan kalimat. Dalam kalimat yang berstruktur aktif, 
seseorang menjadi subjek dari pernyataannya. Sedangkan dalam kalimat 
pasif, seseorang menjadi objek dari pernyataannya. Bentuk kalimat juga 
memperhatikan bagaimana proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat. 
(Sobur, 2009: 81) 
b)  Koherensi adalah jalinan antarkata atau kalimat dalam teks. Koherensi 
merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana peristiwa 
dihubungkan atau dipandang saling terpisah oleh wartawan. Koherensi 
dapat dibedakan antara lain  
- Koherensi kondisional  
Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian anak kalimat 
sebagai penjelas atau keterangan dari proposisi pertama yang 
dihubungkan dengan kata hubung (konjungsi) seperti ”yang” atau ”di 
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mana”. Ada atau tidaknya anak kalimat tidak akan mengurangi arti 
kalimat. Anak kalimat menjadi cermin kepentingan komunikator 
karena dapat memberikan keterangan yang baik/ buruk terhadap suatu 
pernyataan. Koherensi ini dapat menggambarkan sikap wartawan atas 
peristiwa, kelompok atau seseorang yang ditulis. (Eriyanto, 2001: 244) 
- Koherensi pembeda 
Koherensi ini dipakai untuk menghubungkan dua peristiwa seolah-olah 
saling bertentangan. Biasanya kata hubung yang digunakan 
’dibandingkan’. Dengan pemakaian koherensi pembeda akan 
menyebabkan pemaknaan yang diterima oleh khalayak berbeda. 
(Eriyanto, 2001 : 247) 
- Pengingkaran  
Pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang menggambarkan 
bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan 
secara implisit. Seolah wartawan menyetujui sesuatu padahal ia tidak 
setuju dengan memberikan argumentasi atau fakta yang menyangkal 
persetujuannya tersebut. (Eriyanto, 2001 : 249) 
c) Kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 
menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti dipakai komunikator 
untuk menunjuk posisi seseorang dalam wacana. Kata ganti ”saya” atau 
”kami” menunjukkan sikap resmi komunikator semata-mata. Sedangkan 
kata ganti ”kita” mereprsentasikan sikap bersama dalam suatu komunitas 
tertentu. Batas antara komunikator dengan khlaayak sengaja dihilangkan 
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untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi 
sikap komunikan secara keseluruhan. (Eriyanto, 2001: 253-254)  
· Stilistik 
Dari segi stilistik, perhatian dipusatkan pada style, yaitu cara yang 
digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya 
dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Style dapat diterjemahkan 
sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penggunaan bahasa dalam 
konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. (Sobur, 2009: 82) 
 Level stilistik pada suatu teks dapat dilihat dari pilihan kata atau leksikon. 
Leksikon menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas 
berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kata-kata atau frase yang 
dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Suatu peristiwa sama dapat 
digambarkan dengan pilihan kata-kata yang berbeda. (Eriyanto, 2001: 255) 
· Retoris 
Strategi dalam level retoris adalah gaya yang diungkapkan ketika 
seseorang berbicara atau menulis. Misalnya dengan pemakaian kata yang 
berlebihan (hiperbolik), atau bertele-tele. Retoris mempunyai fungsi persuasi, 
dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada 
khalayak (Sobur, 2009: 84). Beberapa strategi dalam menunjukkan segi retoris 
antara lain 
- Grafis 
 Dalam wacana berita, grafis berupa pemakaian huruf tebal, huruf miring, 
garis bawah, termasuk huruf yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar. 
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Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh 
komunikator, dimana ia ingin khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian 
tersebut. Grafis juga termasuk foto, tabel, grafik, gambar yang digunakan 
untuk mendukung arti penting suatu pesan. (Eriyanto, 2001: 257-258) 
- Metafora  
Metafora adalah ungkapan kiasan yang dimaksudkan untuk menambah 
bumbu atau ornamen pada suatu teks. Pemakaian metafora tertentu dapat 
menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks dan menunjukkan 
landasan berpikir, alasan pembenaran atas pendapat atau gagasan tertentu 
kepada publik. Metafora termasuk dalam kelompok majas. Menurut Ashadi 
Siregar (1998 : 104), majas digunakan untuk mengkonkretkan dan 
menghidupkan tulisan. Majas mampu menggambarkan suatu realitas agar 
asosiasi pembaca terhadap realitas yang terbentuk kemudian lebih 
mendekati gambaran yang sebenarnya. 
Metode analisis teks yang telah dijelaskan diatas bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana realitas itu dibangun dan pesan apa yang tersembunyi 
pada teks yang disajikan dalam berita. Dimana berita merupakan hasil 
konstruksi realitas peristiwa yang disaksikan oleh wartawan.   
 
3. Media Massa dan Konstruksi Realitas 
Peranan media sangat penting dalam menampilkan cara untuk 
memandang realita. Media merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas 
dan menentukan realitas mana yang ditonjolkan atau realitas yang ditutupi. 
 xli
Dalam hal ini, media berfungsi sebagai pembentuk gambaran realitas yang 
sangat berpengaruh pada khalayak. Sebelum mengetahui hubungan antara 
media massa dan konstruksi realitas, kita harus memahami pengertian dari 
konstruksi realitas itu sendiri.  
Istilah konstruksi realitas diperkenalkan oleh Peter L.Berger dan Thomas 
Luckman melalui bukunya The Social Construction of Reality:A Treatise in 
the Socialogical of Knowledge. Dalam bukunya tersebut, mereka 
menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana 
individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami 
bersama secara subjektif (Sobur, 2009: 91). Oleh karena itu, pemahaman kita 
terhadap sesuatu muncul akibat komunikasi dengan orang lain. Realitas sosial 
sesungguhnya tidak lebih dari sekedar hasil konstruksi sosial dalam 
komunikasi tertentu. 
Peter L.Berger dan Thomas Luckman mendefinisikan konstruksi sosial 
sebagai pembentukan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penemuan sosial. 
Menurut keduanya, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif 
dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial 
yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya 
melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas subjektif. Masyarakat 
merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakat. Baik 
manusia dan  masyarakat saling berdialektika diantara keduanya. Masyarakat 
tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang 
terbentuk. (Muslich, 2008 : 151) 
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Menurut Berger dan Luckman (dalam Bungin, 2001 : 13), realitas 
sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan 
berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik 
sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses 
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam pandangan mereka, 
konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan 
kepentingan-kepentingan.  
Secara sederhana konstruksi terhadap realitas dapat dipahami sebagai 
upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, benda atau 
apapun. Menurut Berger, proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang 
konstruktor melakukan objektivikasi terhadap suatu kenyataan yakni 
melakukan persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan 
melalui proses persepsi itu diinternalisasikan ke dalam diri seorang 
konstruktor. Dalam tahap inilah dilakukan konseptualisasi terhadap suatu 
objek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas 
hasil proses perenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan. 
Alat untuk membuat pernyataan tersebut adalah bahasa. (Berger dan Luckman 
dalam Hamad, 2004: 12)  
Pada hakikatnya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran 
individu, baik didalam maupun diluar realitas tersebut. Realitas sosial itu 
memiliki makna ketika realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara 
subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara 
obyektif. (Bungin, 2001: 9) 
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Karena media massa bekerja mengumpulkan, memilih dan 
menyebarkan informasi dan citra kepada khalayak berupa paket berita maupun 
iklan, maka pada dasarnya media bekerja mengkonstruksi realitas. Artinya, 
media massa menyajikan realitas dengan konstruksi tertentu kepada khalayak. 
Khalayak lalu membuat interpretasi-interpretasi tertentu terhadap apa yang 
telah dikonstruksikan oleh media massa (Pawito, 2009 :40) 
Hal senada diungkapkan oelh Walter Lippmann (dalam Hamad, 2004 : 
25), fungsi media adalah pembentuk makna (the meaning construction of the 
press); bahwasanya interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa 
secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan 
pola tindakan mereka. 
Media massa menggunakan bahasa terutama untuk mengkonstruksi 
realitas. Melalui bahasa, suatu peristiwa atau dikonstruksikan ke dalam suatu 
teks berita. Realitas empirik dikonstruksi menjadi realitas simbolik, lebih 
khusus lagi menjadi realitas media. Realitas empirik yaitu realitas yang ada di 
tempat kejadian sedangkan realitas simbolik adalah realitas yang dikonstruksi 
dalam bentuk simbol tulisan atau gambar oleh media. Realitas simbolik di 
media adalah realitas dengan seleksi fakta, seleksi atas dasar fakta-fakta yang 
mengandung news value .(Mursito, 2006: 175) 
Media hanya bisa mengkonstruksi kejadian yang sesungguhnya dalam 
bentuk laporan yang disebut dengan berita. Berita dalam pandangan 
konstruksi sosial adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Berita 
bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara 
 xliv
berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Realitas yang terbentuk 
dalam pemberitaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara nyata (fakta 
lapangan), melainkan adanya relasi antara wartawan dengan sumber dan 
lingkungan sosial yang membentuknya. Hal ini diperkuat dengan pendapat 
Tuchman (dalam Sobur, 2009: 88) yang mengungkapkan bahwa pembuatan 
berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas 
hingga membentuk sebuah “cerita”.  
Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Wartawan 
melakukan objektivikasi atau melakukan persepsi terhadap suatu realitas. 
Dalam proses internalisasi, hasil persepsi dari realitas tersebut diserap dalam 
kesadaran wartawan. Kemudian pada proses eksternalisasi, wartawan 
menceburkan dirinya untuk memahami realitas. Konsepsi tentang fakta untuk 
melihat realitas diekspresikan melalui pernyataan dan alat untuk membuat 
pernyataan itu adalah bahasa. Dengan demikian, teks berita yang kita baca di 
surat kabar atau kita dengar di televisi dan radio adalah produk dari proses 
interaksi dan dialektika tersebut.  
Selain melalui bahasa, konstruksi terhadap realitas dapat dilakukan 
wartawan melalui penonjolan unsur-unsur 5W+1H yang dianggap penting dan 
menarik untuk diberitakan. Penonjolan terhadap salah satu unsur berita dapat 
menunjukkan unsur tersebut dianggap memiliki nilai berita yang lebih besar 
dan lebih kuat jika dibandingkan dengan unsur lain. Biasanya penonjolan 
unsur-unsur dilakukan pada bagian lead dalam suatu berita. Jenis lead dapat 
dibedakan menjadi (Siregar dkk, 1998: 165-166) 
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1. What lead (Teras Berita Apa) 
Teras berita ini lebih menonjolkan hal pokok atau hal terpenting dalam 
berita. What lead dipakai apabila peristiwa yang terjadi lebih menarik 
perhatian pembaca. 
2. Who lead (Teras Berita Siapa) 
Who lead dipilih apabila orang atau pelaku yang berperan dalam suatu 
peristiwa lebih menarik perhatian pembaca. Apalagi orang yang berperan 
merupakan tokoh penting, misalkan pejabat. 
3. When lead (Teras Berita Kapan) 
When lead dipilih apabila unsur waktu suatu peristiwa yang terjadi lebih 
menarik perhatian pembaca.  
4. Where lead (Teras Berita Di mana) 
Where lead dipilih apabila unsur tempat terjadinya suatu peristiwa lebih 
menarik perhatian pembaca.  
5. Why lead (Teras Berita Mengapa) 
Why lead dipilih apabila unsur mengapa atau sesuatu yang menjadi 
penyebab dan latar belakang peristiwa lebih menarik perhatian pembaca. 
6. How lead (Teras Berita Bagaimana) 
Who lead dipilih apabila unsur bagaimana suatu peristiwa terjadi lebih 
menarik perhatian pembaca. 
Proses konstruksi realitas oleh wartawan juga dapat dilakukan melalui 
pemilihan sumber berita. Pemilihan sumber berita termasuk dalam proses 
pembentukan wacana. Sumber berita merupakan aktor yang turut 
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mendefinisikan realitas. Dengan mewawancarai sumber berita tertentu, pada 
dasarnya media memberi kesempatan kepada seorang aktor untuk 
mendefinisikan  realitas dengan cara dan konsepsi dia. Namun tanpa disadari, 
media seringkali tidak bersikap netral dan objektif karena dari pemilihan 
sumber berita dapat menggiring media untuk memihak salah satu sumber 
berita yang berkepentingan. (Sudibyo, 2006 : 6-7)  
 
4. Berita Politik dan Wacana Praktek Money Politics 
Dewasa ini, media massa mengambil peran penting dalam berbagai 
kehidupan masyarakat. Segala macam peristiwa menarik yang terjadi di segala 
aspek kehidupan disajikan media massa melalui sebuah berita. Beragam 
informasi yang memiliki daya tarik dan memiliki news value disampaikan 
media kepada masyarakat yang tersaji dalam bentuk berita. Salah satunya 
adalah kebutuhan informasi terkait dengan kehidupan politik yang dipenuhi 
oleh media massa melalui berita politik.  
Dye dan Zeigler (dalam Pawito, 2009: 95) mengidentifikasi fungsi 
politis media massa yang meliputi lima hal pokok yaitu (a) fungsi 
pemberitaan, (b) interpretasi, (c) sosialisasi, (d) persuasi dan (e) pengagendaan 
isu. Fungsi pemberitaan ini menjadi aktivitas media paling pokok diantara 
fungsi lainnya. Dalam menjalankan fungsi pemberitaan, media massa 
mengamati peristiwa apa yang terjadi di masyarakat kemudian melaporkannya 
melalui berita.  
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Menurut Hamad (2004: 1), sebuah peristiwa politik menjadi menarik 
perhatian media massa sebagai bahan liputan disebabkan oleh dua faktor. 
Pertama, saat ini media berada di era mediasi (politics in the age of 
mediation), yakni media massa. Para aktor politik senantiasa berusaha 
menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya memperoleh liputan dari 
media. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan 
para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa 
politik itu bersifat rutin belaka. 
Berita-berita politik akan selalu menarik perhatian pembaca karena 
politik akan sangat mempengaruhi kepentingan-kepentingan pribadi dalam 
suatu negara. Warren dalam bukunya Modern News Reporting mengatakan: 
”Newspaper policy manifest itself more definetely and consistency in 
politics and public affairs are inseperable.” 
 
(Politik surat kabar nampak dengan tegas dan nyata di dalam pemberitaan 
politik daripada pemberitaan-pemberitaan lainnya karena alasan-alasan 
yang nyata bahwa politik tidak dapat dipisahkan dengan masalah-masalah 
umum (publik)). (Warren dalam Assegaf, 1983: 41) 
 
Sebuah liputan politik yang terbentuk menjadi sebuah berita memiliki 
dimensi opini publik, baik yang diharapkan politisi maupun oleh para 
wartawan. Dalam politik, citra setara dengan opini publik. Sebuah peristiwa 
politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda sehingga realitas 
politik dalam media massa bukanlah realitas yang sebenarnya. (Hamad, 
2004:2) 
Pada dasarnya berita kampanye politik adalah sebuah rekonstruksi 
realitas. Artinya, berita tersebut merupakan hasil seleksi, rumusan atau hasil 
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rekonstruksi yang dilakukan oleh jurnalis berdasarkan nilai dan konvensi 
jurnalistik yang universal. Para jurnalis berusaha merekonstruksi realitas 
politik yang mereka saksikan tersebut berdasarkan nilai-nilai dan konvensi 
kewartawanan yang universal. Itulah sebabnya banyak pakar sepakat 
mengatakan bahwa berita politik lebih merupakan konstruksi sosial dari 
realitas politik daripada gambaran tentang realitas politik sendiri. (Ana 
Nadhya Abrar, 2008) 
4.1  Praktek Money Politics Dalam Kampanye Politik 
Beberapa waktu yang lalu, Pemilihan umum 2009 telah berhasil 
dilaksanakan. Segala macam yang berhubungan dengan pemilu selalu marak 
diberitakan oleh media massa. Mulai dari kampanye politik yang dilakukan 
oleh para kandidat sampai dengan pelanggaran yang terjadi selama masa 
kampanye tersebut.  
Praktek money politics merupakan fenomena yang rutin kita temui 
pada saat ajang pemilu baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. 
Praktek ini sering terjadi pada masa periode kampanye politik dan menjadi 
salah satu pelanggaran pidana pemilu terbanyak dibandingkan dengan 
pelanggaran lain dalam pelaksanaan pemilu. Realitas berkembangnya politik 
uang pada pemilu dari tahun ke tahun memberikan keyakinan kepada kita 
bahwa praktek politik uang dalam masyarakat kita sudah begitu mendarah 
daging baik pada masyarakat bawah maupun masyarakat elit.  
Secara sederhana praktek money politics dilakukan dengan jalan 
pemberian uang dan materi lainnya kepada calon pemilih dengan harapan 
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pemilih tersebut memberikan dukungan atau memilih calon atau pihak yang 
memberikan uang. 
Politik dan uang memang merupakan pasangan yang sangat sulit 
dipisahkan terutama dalam masa kampanye pemilihan umum. Seperti yang 
diungkapkan oleh pakar politik Jacobson (dalam Fahmy, Ibrahim dkk, 2003 : 
12)   
”Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. 
Money is necessary because campaigns do have impact on election results 
and campaign cannot be run without it.”  
 
(Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan 
kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh 
pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa adanya uang.) 
 
Praktek politik uang dalam pemilu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan 
dari berkembangnya korupsi dalam berbagai sendi kehidupan suatu bangsa. 
Begitu pula yang terjadi pada proses pesta demokrasi. Gejala korupsi pun 
mulai berkembang dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah melalui 
praktek money politics atau politik uang. Saat ini gejala korupsi ini seringkali 
disebut dengan istilah ‘korupsi pemilu’.  
Korupsi pemilu didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 
peserta pemilu dan pihak lain yang memberikan, menjanjikan imbalan berupa 
uang, barang, jasa, jabatan dan keuntungan lainnya secara langsung maupun 
tidak langsung, kepada pemilih, penyelenggara, pengawas, dan instansi lain 
yang terkait dengan pemilu yang bertujuan mempengaruhi pilihan dan atau 
proses pemilu sehingga menguntungkan peserta pemilu atau kelompok 
tertentu. (Djani, Luky dkk, 2004 : 2) 
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Teten Masduki (dalam Winardi, 2009 : 157) menyebutkan bahwa 
bentuk politik uang sangat tergantung dari sistem pemilu yang diterapkan. 
Ada empat model korupsi yang berkaitan dengan politik uang, yaitu beli suara 
(vote buying), beli kandidat, manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi 
administrasi dan perolehan suara.  
Dalam bukunya Election for Sale, Schaffer (dalam Teten Masduki, 
Kompas, 6 April 2009), mengingatkan kita bahaya politik uang dalam 
mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang 
terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, 
bahkan mendaur ulang Politisi Korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang 
bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive); (4) Kualitas perwakilan 
merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; (5) 
Menghalalkan sumber-sumber dana kotor. 
Politik uang sebenarnya adalah bentuk penyimpangan klasik yang 
sudah diatur sejak lama. Bahkan di Inggris dan Amerika telah diatur sejak 
abad 19-an. Politik uang dalam bentuk suap tergolong dalam corrupt practices 
yang di negara lain seperti Amerika, Inggris, Malaysia diatur dalam undang-
undang tersendiri. (Winardi, 2009 : 159) 
Di Indonesia sendiri, praktek money politics termasuk dalam 
pelanggaran pemilu. Namun hanya sedikit pelaku tindak pidana politik uang 
yang dikenakan saksi. Menurut Winardi (2009 : 161-162) terdapat berbagai 
peraturan perundangan pemilu yang sudah mengatur tentang berbagai 
kualifikasi perbuatan politik uang, akan tetapi sangat sedikit pelaku tindak 
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pidana politik uang yang dikenakan sanksi. Hal tersebut disebabkan oleh tiga 
hal. Pertama, dalam peraturan perundangan pemilu sendiri, tidak ada batasan 
jelas mengenai politik uang terutama dalam membedakan penggunaan uang 
untuk aktivitas politik sehingga menimbulkan kebingungan. Kedua, integritas 
aparat penegak hukum, aparat penegak hukum banyak terjangkit penyakit 
’KKN’. Ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek politik uang serta 
kurangnya peran serta masyarakat dalam memantau tindak pidana politik 
uang. 
Menurut Divisi Korupsi Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh (2010: 5 ), 
di lapangan, batasan yang jelas mengenai politik uang masih menjadi 
perdebatan, tidak hanya di tingkatan masyarakat, tapi juga di tingkatan aparat 
pengawas (Panwas daerah). Pembagian uang pada saat kampanye masih 
dianggap sebagai pemberian ongkos politik bukan praktek politik uang 
meskipun dari segi nominal jauh diatas kebutuhan wajar untuk transportasi 
dan konsumsi. Banyak temuan kasus semacam ini berhenti di tengah jalan dan 
tidak ditindaklanjuti panwaslu pada pemilu 2009 lalu. Oleh karena itu, tidak 
adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, tidak adanya kejelasan 
penanganan kasus-kasus Pilkada dan mandulnya aparat pengawas akan 
menyebabkan temuan kasus-kasus politik uang pada saat pilkada nanti 
terancam tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penegakan hukum.  
Terlepas dari penilaian buruk dari praktek politik uang, fenomena 
praktek money politics ini tentu saja menjadi bahan pemberitaan yang menarik 
dan memiliki news value bagi para awak media. Apalagi jika yang melakukan 
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adalah elite politik yang selama ini telah memiliki nama dan citra positif. 
Misalnya pada pemberitaan kasus dugaan money politics kampanye Pasangan 
Capres JK- Wiranto yang menjadi obyek penelitian ini.  
 
F. KERANGKA PEMIKIRAN 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sederhana dapat 
















Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan terjadinya proses pemindahan 
realitas empirik, yakni peristiwa dugaan money politics JK ke dalam realitas 
media yang berbentuk teks berita. Hal ini menunjukkan proses konstruksi 
realitas sosial oleh media. Proses konstruksi menggunakan bahasa sebagai alat 
untuk mengkonstruksi realitas tersebut.  
Fokus penelitian ini adalah mencari makna atau wacana di balik teks 
berita. Oleh karena itu dilakukan analisis wacana. Dalam penelitian ini, 
analisis wacana yang dipakai adalah pada dimensi teks. Pada dimensi teks ini 
menggunakan analisis teks yang mengadopsi elemen wacana Van Dijk yaitu 
tematik, skematik, semantik, stilistik, dan retoris untuk melihat wacana yang 
muncul di balik teks.  
 
G. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang dimaksud 
dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan 
perhitungan atau juga dengan penemuan-penemuan yang tidak dapat 
dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 
atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. (Rahmat, 2004: 24).  
Penelitian kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk 
memberikan penjelasan-penjelasan (explanations), mengontrol gejala-
gejala komunikasi atau mengemukakan prediksi-prediksi, tetapi lebih 
dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman 
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(understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 
realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007: 35) 
2. Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah teks berita mengenai kasus 
dugaan money politics Kampanye Pasangan Capres JK- Wiranto di Solo 
yang dimuat dalam surat kabar SOLOPOS pada rentang waktu 22 Juni 
2009-10 Juli 2009. Pemberitaan kasus ini selalu diletakkan pada halaman 
depan SOLOPOS dan selama beberapa hari sempat menjadi headline. 
Selain itu perkembangan kasusnya pun selalu diulas oleh SOLOPOS 
secara berkesinambungan. Dalam rentang waktu tersebut, penulis 
menemukan sebelas judul berita yang berkaitan dengan kasus dugaan 
money politics Kampanye Pasangan Capres JK- Wiranto. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain :  
a) Data Primer 
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks berita kasus 
dugaan money politics Kampanye Pasangan Capres JK- Wiranto di 
Solo pada surat kabar SOLOPOS periode 22 Juni 2009-10 Juli 2009. 
b) Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa referensi dari berbagai buku, artikel, jurnal yang 
mendukung penelitian dan sumber lain seperti data dari website.   
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Fokus dalam penelitian ini adalah teks berita. Oleh karena itu 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu  
· Dokumentasi. Penulis mengumpulkan dan mengidentifikasi teks berita 
yang berkaitan dengan kasus dugaan money politics Kampanye 
Pasangan Capres JK- Wiranto pada rentang waktu 22 Juni 2009-10 Juli 
2009 sesuai dengan periode berjalannya kasus tersebut.  
· Penelitian Pustaka (library research) atau studi literatur. Dengan jalan 
mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dikaji. Literatur yang digunakan dapat berupa 
buku, artikel, jurnal maupun data dari internet. 
5. Teknik Analisa Data 
Untuk melihat konstruksi dan wacana yang berkembang pada teks 
berita kasus dugaan money politics kampanye pasangan capres JK- 
Wiranto di Solo digunakan analisis wacana sebagai pendekatan. Fokus 
dalam penelitian ini adalah teks berita sehingga data penelitian yang 
diperoleh berupa teks. Oleh karena itu, teks berita dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis teks (textual analysis). 
Analisis teks yang digunakan dengan mengadopsi elemen-elemen 
wacana seperti tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. 
Dengan melalui elemen tersebut, kita tidak hanya mengerti apa isi dari 
suatu teks berita, tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, 
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kalimat, paragraf dan proposisi. Secara sederhana elemen-elemen wacana 
diatas dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 
Tabel 1.2.   Elemen –Elemen Wacana Van Dijk  
(Eriyanto, 2001: 228-229) 
STRUKTUR 
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Dalam penelitian ini teks berita dapat dianalisis dengan menggunakan 
elemen-elemen wacana antara lain : 
1. Tematik 
Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. 
Tema/topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan wartawan 
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dalam pemberitaannya. Dalam analisis, topik suatu berita baru bisa 
disimpulkan setelah membaca tuntas isi berita tersebut. (Eriyanto, 
2001: 229-230) 
2. Skematik 
Elemen skematik terdiri dari judul, lead, dan isi berita. Isi berita 
meliputi proses jalannya suatu peristiwa dan komentar narasumber 
yang ditampilkan dalam teks. 
3. Semantik 
Semantik yaitu makna yang ingin ditekankan dalam suatu teks berita. 
Elemen semantik dapat diamati dari unsur latar, detail, maksud, 
praanggapan dan nominalisasi dari suatu teks berita. 
4. Sintaksis 
Sintaksis yaitu bagaimana pendapat disampaikan. Dalam hal ini lebih 
mengarah pada bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih 
dalam menyampaikan pendapat. Elemen sintaksis ini dapat dilihat dari 
bentuk kalimat, koherensi dan kata ganti. 
5. Stilistik 
Stilistik yaitu bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita. 
Elemen stilistik dapat dilihat dari leksikon/ pilihan kata. Pilihan kata 
secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang 





Retoris yaitu bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. 
Elemen retoris ini dapat dilihat dari grafis, foto, tabel untuk 
mendukung suatu teks, dan metafora (ungkapan kiasan) untuk 
menambah bumbu atau ornamen pada suatu teks. 
Secara sederhana, tahapan analisis untuk melihat konstruksi kasus 
dugaan money politics kampanye JK-Win yang dibentuk pada teks berita 











Gambar 1.3. Tahapan Analisis Penelitian 
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BAB II 
HARIAN UMUM SOLOPOS 
 
A. SEJARAH BERDIRINYA SOLOPOS 
Harian Umum SOLOPOS diterbitkan pertama kali oleh PT. Aksara 
Solopos pada 19 September 1997. Persiapan penerbitan SOLOPOS telah 
dilakukan sejak tanggal 13 April 1997 dan diintensifkan lagi setelah Surat Ijin 
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) turun pada tanggal 12 Agustus 1997. Dalam 
SIUPP disebutkan SOLOPOS terbit 7 kali seminggu, sedangkan untuk edisi 
Minggu telah terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1998. 
Beragam persiapan telah dilakukan secara intensif untuk menerbitkan 
SOLOPOS sebagai surat kabar lokal pertama di Kota Solo. Selama enam 
bulan, PT. Aksara Solopos selaku perusahaan penerbitan melakukan persiapan 
dari segi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) sampai dengan aspek teknis 
seperti proses mencetak surat kabar. Tenaga profesional di bidang wartawan 
(reporter) diberikan pelatihan selama satu bulan di Lembaga Penelitian, 
Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pada awal April 1997. 
Sedangkan karyawan bidang perusahaan mulai bekerja pada 1 Mei 1997. 
Dengan didukung 80 personel pada masa itu, SOLOPOS siap untuk menyapa 
warga Kota Solo sebagai sasaran utama pembacanya. 
Berbeda dengan surat kabar-surat kabar di daerah lain yang umumnya 
mengklaim diri sebagai surat kabar nasional yang terbit di daerah, SOLOPOS 
justru menempatkan diri sebagai surat kabar daerah yang terbit di daerah. 
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Pasalnya, surat kabar ini ingin menjadi besar di daerah seiring dengan semakin 
meningkatnya dinamika masyarakat Surakarta yang bakal menjadi kota 
internasional. 
Tahap pertama, SOLOPOS mencetak sekitar 10.000 eksemplar yang 
diedarkan di wilayah Surakarta dan sekitarnya serta beberapa kota di Jawa 
Tengah. Pada Mei 1998 lalu ketika terjadi tragedi yang telah 
membumihanguskan Kota Solo, ternyata menjadi babak baru perkembangan  
SOLOPOS. Hal ini terjadi karena SOLOPOS menjadi satu-satunya surat kabar 
di Solo yang memuat berita besar-besaran tentang tragedi yang telah 
meluluhlantakkan Kota Bengawan tersebut sehingga berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah oplah penerbitan. Surat kabar ini mampu mencetak koran 
sekitar 40.000 eksemplar pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya 
diharapkan adanya peningkatan tiras. 
Kota Solo yang terdiri dari enam kabupaten yang tergabung dalam eks 
karesidenan Surakarta ini dipilih menjadi basis terbit SOLOPOS. Pemilihan 
Solo sebagai basis terbit karena Solo merupakan pasar yang sangat potensial 
baik dari segi ekonomis maupun historis. Selain itu, Solo dipandang menjadi  
pusat pertumbuhan seiring dengan perkembangan ekonomi di tiga wilayah 
yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang atau yang lebih dikenal dengan 
JOGLOSEMAR. 
Secara ekonomis, Solo sudah lama dikenal sebagai pusat bisnis yang 
penting di Jawa Tengah, bahkan di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan 
waktu, peran Kota Solo sebagai pusat bisnis ternyata semakin berkembang 
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pesat. Hal ini tampak dari kondisi makro ekonomi yang semakin kondusif. 
Etos kerja masyarakatnya dalam berusaha dan bersikap kritis terhadap segala 
perkembangan membuat Solo dan sekitarnya menjadi wilayah yang layak 
diperhitungkan baik dalam bisnis skala lokal maupun skala nasional. Apalagi 
peran Solo sebagai kota budaya cukup berpengaruh terhadap perekonomian 
masyarakatnya. Hal ini tampak dari meningkatnya wisatawan baik domestik 
maupun mancanegara yang berkunjung ke Solo dari tahun ke tahun. 
Secara historis, Solo dikenal sebagai cikal bakal pertumbuhan pers 
nasional. Namun pada saat itu, tidak satu pun surat kabar harian asli terbitan 
Solo yang tersisa. Hanya surat kabar-surat kabar dari luar kota seperti 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta saja yang mengisi kekosongan 
pangsa pasar tersebut. Padahal masyarakat Solo membutuhkan alternatif surat 
kabar baru  berbasis kotanya sendiri yang mampu mengakomodasi kebutuhan 
informasi khususnya di wilayah Solo. 
Kebutuhan informasi masyarakat Solo ini dilihat sebagai peluang oleh 
kelompok penerbit Harian Ekonomi Bisnis Indonesia untuk mengembangkan 
bisnis persnya di Solo. Melalui kepemilikan saham di PT. Aksara Solopos, 
pada akhirnya mereka mampu memperoleh izin penerbitan surat kabar No 
315/ SK/ Menpen/ SIUPP dari Menteri Penerangan. Dengan berbekal SIUPP 
inilah, SOLOPOS resmi hadir ditengah masyarakat Solo pada 19 September 
1997 dengan format 16 halaman.  
Para pemegang saham terdiri dari Sukamdani Sahid Gitosardjono yang 
bertindak sebagai Presiden Komisaris PT. Aksara Solopos, Penerbit Harian 
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Umum SOLOPOS, komisaris lain diantaranya Ciputra, Subronto Laras dan 
karyawan PT. Jurnalindo Aksara Grafika Penerbit Harian Ekonomi Bisnis 
Indonesia. 
Saat ini jajaran direksi terdiri dari Lulu Terianto selaku Presiden 
Direktur, Danie H. Soe’oed dan Bambang Natur Rahadi selaku Direktur. 
Sedangkan dalam pengelolaan sehari-hari, SOLOPOS dikendalikan oleh 
Sukamdani S. Gitosardjono sebagai Pemimpin Umum, Danie H Soe'oed 
sebagai Wakil Pemimpin Umum, YA Sunyoto sebagai Pemimpin Redaksi dan 
Bambang Natur Rahadi sebagai Pemimpin Perusahaan. 
 
B. VISI DAN MISI SOLOPOS 
Sebagai surat kabar baru, tentu saja SOLOPOS memiliki visi dan misi 
yang ingin dicapai untuk bisa lebih maju dan berkembang. Adapun visi yang 
ingin dicapai oleh SOLOPOS yakni :  
Penyaji informasi utama, terpercaya dengan pengelolaan usaha yang 
profesional. 
Oleh karena itu visi tersebut berusaha diwujudkan SOLOPOS dengan 
misi sebagai berikut : 
1. Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan bermoral. 
2. Selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul. 
3. Mensejahterakan stakeholder SOLOPOS. 
Sebagaimana tujuan awal SOLOPOS yaitu ingin mengakomodasi 
kebutuhan informasi masyarakat Solo, maka SOLOPOS berusaha tampil lebih 
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aspiratif dalam memenuhi kebutuhan para pembaca. Beragam informasi mulai 
dari politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan hiburan berusaha disajikan dalam 
pemberitaannya.  
Solopos hadir dengan konsep dua koran dalam satu koran, yaitu tampil 
dengan dua seksi. Seksi pertama menghadirkan isu-isu global, sedangkan 
seksi kedua menampilkan informasi lokal. Kebutuhan masyarakat akan 
keragaman informasi dipenuhi sedemikian rupa, sehingga pembaca cukup 
memegang satu koran untuk mendapatkan berbagai fakta sekaligus. Masalah 
politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berskala nasional hadir pada seksi 
pertama Solopos. Sementara informasi berskala lokal disajikan dengan penuh 
keragaman, menarik dan lengkap di seksi kedua. 
Salah satu keunggulan dari Solopos adalah menyajikan berita ekonomi 
dan bisnis dengan lebih menarik. Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan 
jaringan berita Bisnis Indonesia -sebagai perusahaan induknya-  yang selama 
ini dikenal sebagai surat kabar ekonomi nasional terdepan.  
Dengan moto ”Meningkatkan Dinamika Masyarakat”, Solopos selalu 
berpegang teguh pada prinsip pokok yang dibangun dengan memperhatikan 
unsur-unsur sebagai berikut 
· Menyajikan berita dengan lebih berani 
· Pendekatan yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakat banyak 




C. DISTRIBUSI SOLOPOS 
Pengembangan pangsa pasar SOLOPOS pada tahap awal difokuskan 
di basis kota terbit, yang terdiri atas Surakarta, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, 
Karanganyar, Sragen, dan Boyolali. SOLOPOS menyebutnya dengan Solo 
Raya Kota-kota ini dulu dikenal sebagai daerah Karesidenan Surakarta. 
Kawasan tersebut saat ini merupakan beberapa bagian daerah tingkat II 
dengan Kota Solo menjadi kuncinya. Sedikitnya terdapat 6 juta orang yang 
menjadi pasar potensial dan tergabung dalam kawasan tersebut.. 
Seiring pengembangan basis pasar, beberapa pusat pertumbuhan lain 
pun digarap menjadi daerah pembaca SOLOPOS. Secara bertahap SOLOPOS 
akan menjadi bacaan baru bagi masyarakat di Jawa Tengah dan perbatasan 
Jawa Timur. Distribusi SOLOPOS dapat dilihat dari data sebagai berikut : 
SOLO     YOGYAKARTA   
1. Kota Solo             48%  1. Kota  2,7 % 
 
SURAKARTA (Satelit Kota Solo) JAWA TIMUR 
2. Sragen   6,8 %  1. Ngawi  0,3 % 
3. Karanganyar  6,0 %  2. Mantingan  0,3 % 
4. Boyolali  5,5 %  3. Madiun  0,2 % 
5. Klaten   9,8 % 
6. Sukoharjo  4,0 %  JAKARTA  0,9 % 
7. Wonogiri  5,9 %  
 
JAWA TENGAH 
1.Semarang  2,1 % 
2.Salatiga   1,9 % 
3.Purwodadi  0,8 % 
4.Kudus   0,2 % 
5.Magelang  0,2 % 
6.Purwokerto  1,2 % 
7.Purworejo  0,3 % 
8.Gombong  0,2 % 
9.Wates   0,3 % 
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D. PEMBACA SOLOPOS 
SOLOPOS membidik masyarakat di semua lapisan sebagai sasaran 
pokoknya terutama masyarakat kawasan Solo dan sekitarnya. Pembagian 
prosentase data pembaca SOLOPOS berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan 
jenis pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut : 
USIA     TINGKAT PENDIDIKAN 
Usia 21-30 tahun 29,8 %   SD & SLTP      2,2 % 
Usia 31-40 tahun 38,9 %   SLTA    31,8 % 
Usia 41-50 tahun 18,5 %   Sarjana Muda    22,1 % 
Usia 51-70 tahun 12    %   Sarjana    38,9 % 
      Pasca Sarjana        4,9 % 
 
JENIS PEKERJAAN 
Swasta       58,4 % 
Pegawai Negeri      27,9 % 
BUMN         4,4 % 
Ibu Rumah Tangga      3,8 % 
 
E. PERTUMBUHAN TIRAS 
Pertumbuhan tiras SOLOPOS cenderung mengalami peningkatan. Hal 
ini dapat dilihat pada data prosentase dibawah ini : 
Oktober    1997    7.450 eksemplar 
November    1997  13.500 eksemplar 
Desember    1997  16.500 eksemplar 
Januari    1998  17.500 eksemplar 
Agustus    2008  40.194 eksemplar 
 
Solo        55 % 
Eks Karesidenan Surakarta    30 % 






F. STRUKTUR RUBRIKASI SOLOPOS 
Selama lebih dari 12 tahun terbit, SOLOPOS telah mengalami 
perubahan beberapa kali baik dari segi jumlah halaman, tampilan lay out, 
rubrik maupun isinya. Perubahan ini dilakukan karena SOLOPOS ingin 
memberikan yang terbaik bagi para pembacanya dan menjaga agar mereka 
tidak merasa bosan. 
Saat ini SOLOPOS hadir setiap hari ditengah pembacanya dengan 
terbit 24 halaman. Harian umum SOLOPOS ini terbagi menjadi dua seksi 
yaitu seksi nasional dan seksi lokal. Untuk seksi nasional mengulas informasi 
berskala nasional dan internasional seperti masalah politik, ekonomi, sosial 
budaya. Sedangkan seksi lokal mengulas informasi berskala lokal, khususnya 
informasi yang berkaitan dengan kawasan SOLORAYA diantaranya Solo, 
Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Boyolali. Informasi-
informasi tersebut disajikan dalam rubrik-rubrik yang bervariasi. 
Selain itu, SOLOPOS juga memiliki kelebihan yang membuatnya 
berbeda dengan surat kabar lain. Pada edisi hari Kamis, Jumat dan Sabtu 
SOLOPOS hadir dengan 28 halaman. Penambahan halaman edisi Kamis dan 
Jumat karena terdapat halaman khusus berupa suplemen gratis. Sedangkan 
untuk edisi Sabtu penambahan halaman disebabkan oleh adanya penambahan 
rubrik yaitu rubrik belanja, inspirasi, kesehatan dan kuliner. 
Suplemen gratis yang diterbitkan pada edisi kamis disebut dengan 
’JAGAD JAWA’. JAGAD JAWA yang terdiri dari 4 halaman ini berisi 
tentang segala macam informasi yang berkaitan dengan kebudayaan jawa dan 
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disajikan dalam bahasa jawa. Suplemen ini bertujuan untuk melestarikan dan 
menambah wawasan pembaca tentang kebudayaan jawa. 
Untuk edisi jumat, SOLOPOS menerbitkan suplemen khusus 
’Khazanah Keluarga’. ’Khazanah Keluarga’ yang terdiri dari 4 halaman ini 
mengulas segala macam informasi yang berhubungan dengan agama islam. 
Suplemen ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan memperluas 
wawasan mengenai keislaman kepada para pembaca, khususnya bagi kaum 
muslim. 
Rubrikasi pada surat kabar SOLOPOS dapat dibedakan dua yaitu edisi 
harian dan edisi minggu. Edisi harian menyajikan informasi yang bersifat 
aktual. Secara terperinci, rubrikasi edisi harian pada seksi satu atau seksi 
nasional yang terdapat dalam harian SOLOPOS dijelaskan dalam tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 2.1. Rubrikasi SOLOPOS Edisi Harian Seksi I  
HAL RUBRIK ISI 
1 HALAMAN 
DEPAN 
Berisi tentang berita-berita yang diunggulkan dalam 
setiap terbitannya. Terdapat juga kolom ’Sekilas’ yang 
berisi berita sekilas baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Pada halaman ini terdapat rubrik 
’Ah...Tenane’ yang merupakan kisah lucu kiriman dari 
pembaca dengan tokohnya yaitu Jon Koplo. Halaman 
depan disajikan dengan foto-foto berwarna. 
 
2 Rubrik UMUM Berisi tentang ulasan berita-berita umum yang terjadi 
pada lingkup nasional. Selain itu pada rubrik ini 
terdapat kolom ’Nusantara’ yang berisi berita pendek. 
 
3 Rubrik 
JATENG & DIY 
Berisi tentang berita politik, ekonomi maupun sosial 
budaya yang terjadi di wilayah Jateng & DIY. Pada 
rubrik ini terdapat kolom ’Kronik’ yang mengulas 
berita singkat dan kolom ’Prakiraan Cuaca’ yang 





Berisi tentang tajuk rencana dari redaksi dan opini dari 
para akademisi, pakar maupun pemerhati masalah 
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Opini yang 
dikemukakan biasanya mengenai fenomena atau 
peristiwa yang sedang terjadi dan berkembang dalam 
masyarakat. Pada rubrik ini juga terdapat kolom 
’KriiNG SOLOPOS’ yang berupa pesan singkat dari 
pembaca, kolom ’Kamus Espos’ yang mengulas 
pengertian istilah tertentu yang bermanfaat untuk 
memperkaya kosakata pembaca dan ’Pos Pembaca’ 




Berisi tentang ulasan berita olahraga yang terjadi di 
lingkup nasional maupun internasional. 
 
8 Rubrik INTER 
NASIONAL 
Berisi tentang sajian berita-berita yang terjadi di 
mancanegara. Selain itu terdapat kolom ’Lintas Jagat’ 
yang berisi berita singkat dan kolom ’Dunia 
Ha..Ha..Ha..’ yang berisi kisah lucu yang terjadi di 
luar negeri. Kolom ’Lintas Masa’ yang berisi tanggal 
terjadinya peristiwa bersejarah di dunia. Pada halaman 




Berisi tentang iklan kecik seperti lowongan pekerjaan, 




Menyajikan berita hiburan yang terjadi di lingkup 
lokal, nasional dan internasional. Selain itu terdapat 
kolom ’Mereka’ yang mengupas profil tokoh penting 
atau seniman. Kolom ’Ragam Info’ berisi info hiburan 
sekilas, ’Soloraya Hari Ini’ berisi jadwal acara di 
beberapa tempat hiburan di Solo dan ’Lensa Bisnis’ 
berisi tentang informasi kegiatan bisnis yang bersifat 
promosi. 
 
Dalam edisi sabtu, terdapat perbedaan pada rubrikasi seksi satu. 
Perbedaan ini terjadi karena adanya penambahan rubrik yaitu rubrik belanja, 
inspirasi, kesehatan dan kuliner. Penambahan rubrik ini sedikit mempengaruhi 
letak halaman rubrik lain tetapi tidak sampai menghilangkan rubrik yang telah 
ada pada edisi harian. Beberapa rubrik tambahan ini dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Rubrik Tambahan SOLOPOS Edisi Sabtu 
HAL RUBRIK ISI 
5 Rubrik 
BELANJA 
Menyajikan informasi dan tips berbelanja beragam 




Menyajikan profil atau kisah kesuksesan seorang 
tokoh dalam berbagai bidang yang mampu 









Menyajikan beragam informasi, tips dan resep 
mengenai kuliner. 
 
Sedangkan untuk rubrikasi edisi harian pada seksi kedua atau seksi 
lokal dapat dilihat pada tabel berikut :    
Tabel 2.3. Rubrikasi SOLOPOS Edisi Harian Seksi II  
HAL RUBRIK ISI 
I Rubrik 
SOLORAYA 
Mengulas berita-berita umum terpilih yang terjadi di 
kawasan Jateng. Pada halaman ini terdapat kolom ’Lintas 
Masa’ yang berisi tanggal peristiwa penting yang terjadi 
di Solo. Selain itu juga ada kolom jadwal perjalanan 
kereta, kurs mata uang dan jadwal salat. 
 
II-III Rubrik  
KOTA SOLO 
Menyajikan berita yang terjadi di kota Solo misalkan 
seputar Balaikota, politik, kesehatan dan sosial. Selain itu 
terdapat kolom ’Kutha-kutha’ berupa berita sekilas di 
Solo, ’Kriing SOLOPOS’, ’Zona 103’ berupa jadwal 





Menyajikan informasi seputar bisnis dan ekonomi di kota 
Solo. Pada rubrik ini terdapat kolom ’Pojok Pasar’ yang 
berisi kisah pedagang kecil, kolom ’Jendela Bisnis’ yang 




Menyajikan berita seputar daerah Wonogiri.. Terdapat 
kolom ’Wong Wonogiri Ngudarasa’, ‘Kronik’, ‘Kriing 




Menyajikan berita seputar daerah Sukoharjo. Terdapat 
kolom ‘Kronik’, ‘Kriing SOLOPOS’ dan telepon penting 
di Sukoharjo. 
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VII Rubrik  
KLATEN 
Menyajikan berita seputar daerah Klaten. Terdapat 





Menyajikan berita seputar daerah Boyolali. Terdapat 
kolom‘Kronik’, ‘Kriing SOLOPOS’ dan telepon penting 
di Boyolali. 
 
IX Rubrik  
SRAGEN 
 
Menyajikan berita seputar daerah Sragen. Terdapat 




Menyajikan berita seputar daerah Karanganyar. Terdapat 
kolom ‘Sekilas’, ‘Kriing SOLOPOS’ dan telepon penting 
di Karanganyar. 
 




Menyajikan berita seputar hukum dan kriminalitas yang 
terjadi di lingkup lokal maupun nasional. Terdapat kolom 
‘Ronda’ yang berisi berita kriminal singkat dari berbagai 
daerah, ’Info Gawat Darurat’,’KUHP’ yang berisi pasal 
dalam undang-undang dan ’Acara Hari Ini’ yang 
menyajikan jadwal acara televisi. Pada halaman ini juga 
terdapat sambungan berita dari halaman SOLORAYA. 
 
XII Rubrik  
PENDIDIKAN 
Menyajikan berita seputar pendidikan baik lingkup lokal 
maupun nasional. Terdapat kolom ‘Varia Pendidikan’ 
yang berisi informasi kegiatan pendidikan. Selain itu 
terdapat kolom ’Figur’ yang menyajikan profil dan 
kolom ’Klinik’ yang berisi informasi kesehatan yang 
bersifat promosi. 
 
Disamping rubrik harian diatas, SOLOPOS berusaha memanjakan para 
pembacanya dengan menambahkan rubrik-rubrik khusus pada edisi minggu. 
Rubrik ini menyajikan informasi yang bersifat ringan, santai dan menghibur. 
Penambahan rubrik khusus dimaksudkan untuk memperluas wawasan 
pembaca dan memberikan hiburan kepada pembaca agar tidak jenuh. Pada 
edisi minggu, SOLOPOS menyajikan rubrik-rubrik khusus yang bisa 
dinikmati oleh pembaca dewasa, remaja dan anak-anak. Secara rinci, rubrikasi 
khusus edisi minggu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 2. 4. Rubrikasi SOLOPOS Edisi Minggu Seksi I  
HAL RUBRIK ISI 
1 HALAMAN 
DEPAN 
Berisi tentang berita-berita yang diunggulkan dalam 
setiap terbitannya. Terdapat kolom ’Sekilas’ yang 
berisi berita sekilas baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri, rubrik ’Asale’ yang mengulas sejarah suatu 
tempat dan kolom ’Lincak’ berupa opini para 
akademisi, tokoh budaya dan sebagainya.  
 
2 Rubrik UMUM Berisi tentang ulasan berita-berita umum yang terjadi 
pada lingkup nasional. Selain itu pada rubrik ini 
terdapat kolom ’Sekilas’ yang berisi berita sekilas dan 




Berisi tentang berita wilayah Kota Solo. Pada rubrik 
ini terdapat kolom ’Kutha-kutha’ yang mengulas berita 




Berisi tentang berita wilayah eks-karesidenan 
Surakarta. Pada rubrik ini terdapat kolom ’Kronik’ 




Berisi tentang ulasan berita olahraga yang terjadi di 
lingkup nasional maupun internasional. 
 
8 Rubrik POS TV Berisi informasi jadwal acara televisi dan sinopsis film 
yang akan diputar di televisi. Pada halaman ini terdapat 




Berisi tentang iklan kecik seperti lowongan pekerjaan, 




Menyajikan berita hiburan lokal, nasional dan 
internasional. Terdapat kolom ’Mereka’ yang 
mengupas profil tokoh atau seniman, ’What’s on 
Cinema’ berisi sinopsis film bioskop dan ’Lensa 
Bisnis’ berupa informasi kegiatan bisnis yang bersifat 
promosi. 
 
Tabel 2.5. Rubrikasi SOLOPOS Edisi Minggu Seksi II 
HAL RUBRIK ISI 
I Rubrik MODE Menyajikan beragam informasi, tips dan  konsultasi 
mengenai fashion. 
II Rubrik GRIYA 
 
Menyajikan beragam informasi, tips dan  konsultasi 
mengenai rumah dan bangunan. 
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III Rubrik HOBI  Menyajikan beragam informasi dan tips mengenai hobi. 
 
IV Rubrik JEDA Berisi sajian budaya dan karya sastra yang diterima 
redaksi dari pembaca seperti sajak dan cerpen. Selain itu 




Mengulas beragam permasalahan dalam keluarga seperti 
kesehatan, kecantikan, ekonomi dan sebagainya. 
Terdapat kolom ’Etalase’ berisi informasi alternatif 




Rubrik  ANAK Mengulas seluk beluk dunia anak, pengetahuan, teka teki  
dan hasil karya pembaca yang dikirimkan ke redaksi. 
Terdapat kolom ’Profil’ berisi feature tokoh anak dengan 




Rubrik GAUL Mengulas beragam permasalahan seputar remaja, sekolah 
dan pergaulan. Selain itu terdapat informasi hiburan, 
hasil karya dan opini yang dikirimkan pembaca ke 
redaksi. 
 
X Rubrik  
OTOMOTIF 
 
Menyajikan beragam informasi dan tips mengenai dunia 
otomotif. Terdapat kolom ’Show Room’ yang mengulas 
seputar produk otomotif terbaru. 
 
XI Rubrik IPTEK Menyajikan beragam informasi dan feature mengenai 
perkembangan teknologi modern. Terdapat kolom 
’Ponsel Pekan Ini’ yang menginformasikan harga ponsel 
pilihan.  
 
XII Rubrik  
SELULER 
Menyajikan beragam informasi dan feature mengenai 
perkembangan teknologi seluler. Terdapat pula kolom 
’Tekno flash’ yang mengupas produk teknologi terbaru. 
 
 
G. BIDANG REDAKSIONAL SOLOPOS 
Dalam suatu institusi media, bidang redaksional adalah elemen 
terpenting karena berperan sebagai pelaksana dalam proses penerbitan media 
massa, dalam hal ini surat kabar. Bidang keredaksional merupakan bidang 
yang berhubungan secara langsung dengan proses produksi berita mulai dari 
proses pencarian berita, penulisan, editing, layout sampai berita siap dicetak. 
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Begitu pula dengan SOLOPOS, surat kabar ini tentu saja memiliki 
bagian redaksi yang berperan dalam proses produksi berita yang disajikan 
SOLOPOS tiap harinya. Secara terperinci, pembagian staf di bidang 
keredaksional SOLOPOS dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a) Pemimpin Redaksi (Pemred) berperan sebagai penentu kebijakan dan 
penanggung jawab keredaksian atau pemberitaan (news and analysis 
trends). Pemred memiliki hak dan tanggung jawab terhadap seluruh isi 
pemberitaan  surat kabar harian baik ke dalam maupun ke luar serta tulisan 
wartawan sendiri ataupun penulis. 
b) Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) berperan untuk mewakili dan 
menggantikan tugas Pemred bila diminta atau Pemred berhalangan. Oleh 
karena itu Wapemred bertanggung jawab kepada Pemred. 
c) Redaktur Pelaksana adalah pelaksana harian yang mengkoordinasikan 
kelancaran tugas lintas rubrik/ kompatemen binaanya dan antar perangkat 
keredaksian. 
d) Redaktur bertindak sebagai pelaksana teras yang memimpin dan 
penanggung jawab rubrik/ kompartemen. Redaktur bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan rencana fisik kerja harian, mingguan dan bulanan 
berdasarkan analisis SWOT untuk acara liputan berita dan pembinaan 
narasumber. Redaksi mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan 
kegiatan operasional kepada redaktur pelaksana. 
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e) Wartawan (reporter) adalah karyawan pers yang berperan dalam 
pengumpulan, pengolahan dan penyiapan berita berupa fakta, ulasan dan 
pendapat. 
f) Sekretariat redaksi berperan sebagai penunjang kelancaran tugas 
operasional keredaksian. Bagian ini bertugas membantu pelaksanaan 
fungsi kesekretariatan redaksi sebagai wahana penghubung antar sektoral 
di dalam penerbitan dan luar perusahaan. 
g) Fotografer (juru foto) adalah kaaryawan pers yang melakukan pekerjaan 
merekam gambar dan menyajikannya dalam bentuk foto berita. 
h) Operator lay out adalah karyawan yang merupakan unsur pendukung 
dalam persiapan pra cetak. Bagian ini bertanggung jawab kepada bagian 
produksi dan kreatif. 
i) Desainer Grafis adalah karyawan pers yang melakukan pekerjaan 
menggambar kartun. 
j) Setter berperan dalam membantu menyiapkan pengetikan naskah dari 
redaktur atau naskah faksimili dari luar kota yang akan dimuat dalam surat 
kabar harian. 
k) Staf Pusdok dan Litbang adalah karyawan yang menunjang kelangsungan 
dan kelancaran kegiatan redaksi dan perusahaan. 
Dalam proses produksi berita yang disajikan kepada pembaca, 
SOLOPOS membagi proses tersebut menjadi empat tahapan yang satu sama 
lain berjalan secara  berkesinambungan. Empat tahapan itu antara lain : 
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· Tahap Pertama  
Tahap ini dimulai dari proses pencarian berita oleh wartawan. Sumber 
berita ini dapat diperoleh melalui narasumber, kantor berita nasional 
maupun internasional. Berita yang diperoleh diketik dan untuk selanjutnya 
dikirimkan ke redaktur melalui jaringan komputer. Deadline penyerahan 
berita ke redaktur berbeda-beda, namun secara umum diserahkan paling 
lambat pukul 23.00. 
· Tahap Kedua 
Pada tahap ini, redaktur mengedit dan mengevaluasi layak tidaknya berita 
yang ditulis wartawan untuk diterbitkan. Selanjutnya berita yang akan 
diterbitkan diketik. 
· Tahap Ketiga 
Hasil ketikan berita yang telah dipilih redaktur dibawa ke bagian lay out 
untuk diatur tata letak penempatan berita dalam surat kabar. Proses lay out 
biasanya dimulai pada pukul 21.30. Setelah proses lay out selesai, lalu 
dicetak dalam bentuk film. 
· Tahap Keempat 
Hasil cetakan dalam bentuk film dibawa ke percetakan untuk dibuat 
bentuk plat. Selanjutnya siap untuk diproses kemudian didistribusikan.  
Secara sederhana, tahapan dari proses produksi surat kabar SOLOPOS 













Dalam kebijakan redaksional yang terkait dengan pemberitaan, 
SOLOPOS berusaha mengedepankan netralitas karena menyadari adanya 
pluralisme dalam masyarakat Solo. Oleh karena itu, Solopos melarang 
wartawannya berpolitik aktif sebagai fungsionalis partai politik 
Solopos mengenal konsep ABC dalam setiap pemberitaannya. Konsep 
ABC ini memiliki dua pengertian antara lain : 
1. ABC adalah Accurate, Balance and Clear  
Dalam hal ini, accurate berarti titik banding berita harus tepat dan 
berdasarkan fakta yang sebenarnya. Balance berarti suatu berita harus 
memiliki keseimbangan yang melibatkan beberapa pihak yang 
berkepentingan dalam berita tersebut (cover both sides). Sedangkan Clear 
berarti bahwa suatu berita tidak boleh menimbulkan persepsi yang 
bermacam-macam dari pembaca. 
2. ABC adalah Actual, Big and Complete  
Dalam pengertian ini, Actual diartikan bahwa berita yang disajikan hangat 
dan aktual (kekinian). Big diartikan bahwa berita yang ditampilkan 





































Complete  berarti suatu berita disajikan secara lengkap sehingga tidak 
menimbulkan persepsi yang salah dari para pembaca. 
Pada akhirnya, konsep ABC diatas menjadi dasar yang dipegang oleh 
SOLOPOS dalam menyajikan berita kepada masyarakat. 
 
Alamat Redaksi SOLOPOS 
Griya SOLOPOS 
JL. Adisucipto 190 Solo 57145 
Telp (0271) 724811 (hunting), Faks. Redaksi (0271) 724833, Faks perusahaan 
(0271) 724850. 
Email : redaksi@solopos.co.id, redaksi@solopos.com 
Homepage : www.solopos.co.id 
Perwakilan Jakarta à Wisma Bisnis Indonesia Lantai 6 
JL. S. Parman Kav.12-13 Slipi Jakarta 
Telp.(021) 5304016 (hunting), fax (021) 5395869 
Perwakilan Semarang 













Dalam penelitian ini, periode pemberitaan kasus dugaan money politics 
kampanye JK-Win di SOLOPOS yaitu 22 Juni 2009 – 10 Juli 2009 sesuai dengan 
periode berjalannya kasus tersebut. Dengan pertimbangan itu, Penulis memilih 
untuk menganalisis teks berita dari awal terjadinya sampai berakhirnya kasus 
dugaan money politics tersebut. Selama rentang waktu tersebut, Penulis 
menemukan sebelas teks berita SOLOPOS yang berkaitan langsung dengan kasus 
dugaan money politics kampanye JK-Win di Solo. Kesebelas teks berita disajikan 
pada tabel 3.1 berikut ini 
Tabel 3. 1.  Daftar Teks Berita Obyek Penelitian 














2 23 Juni 2009 Dugaan money politics : 




3 24 Juni 2009 Dugaan money politics : 





4 25 Juni 2009 Dugaan money politics  
JK-Fahmi Idris mangkir 
 
Halaman depan 
5 26 Juni 2009 Jusuf Kalla dilaporkan ke Poltabes Headline  
halaman depan 




7 29 Juni 2009 Dugaan money politics  





8 1 Juli 2009 Besok, status JK diputuskan 
 
Halaman depan 
9 5 Juli 2009 Panwaslu desak polisi periksa JK Headline halaman 
rubrik ’Kota Solo’ 
10 10 Juli 2009 SP3 diterbitkan : 
Poltabes resmi stop kasus JK 
 
Headline halaman 
rubrik ’Solo Raya’ 




rubrik ’Solo Raya’ 
 
 
Pada bab ini akan dilakukan analisis teks terhadap kesebelas berita 
SOLOPOS yang berkaitan dengan pemberitaan kasus dugaan money politics 
kampanye JK-Win di Solo. Analisis teks ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana wacana money politics dikonstruksikan dalam pemberitaan kasus 
dugaan money politics kampanye JK-Win di Solo yang disajikan pada teks berita 
SOLOPOS dan wacana apa saja yang terbentuk dalam proses konstruksi pada teks 
berita tersebut. 
Proses analisis data diawali dengan identifikasi dan analisis berita 
dengan elemen-elemen wacana. Identifikasi berita ini penting untuk memudahkan 
Penulis dalam melakukan analisis lebih lanjut. Identifikasi berita dilakukan 
dengan mendeskripsikan tiap paragraf dalam setiap teks berita menggunakan 
elemen tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. Elemen 
semantik dapat dilihat melalui unsur latar, detail, maksud, praanggapan dan 
nominalisasi. Elemen sintaksis dapat ditunjukkan dengan bentuk kalimat, 
koherensi dan kata ganti. Elemen stilisitik melalui unsur leksikon. Sedangkan 
elemen retoris melalui unsur grafis dan metafora. Proses identifikasi dan analisis 
berita tidak dicantumkan dalam bab dan diletakkan pada lampiran dengan 
pertimbangan untuk memudahkan dalam pembacaan sistematika laporan  
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Setelah melakukan proses identifikasi dan analisis berita dapat 
diketahui wacana yang berkembang pada tiap teks berita berkaitan dengan 
pemberitaan kasus dugaan money politics kampanye JK-Win di Solo. Wacana-
wacana yang muncul ini kemudian dikelompokkan sesuai bukti-bukti  wacana 
yang mendukung agar memudahkan dalam pembacaan laporan. 
Dari hasil identifikasi dan analisa teks berita yang telah dilakukan, 
secara umum pemberitaan SOLOPOS terkait kasus dugaan money politics JK-
Wiranto pada kampanye JK-Win di Solo dapat dibagi menjadi tiga sub topik yang 
membentuk wacana. Penjabaran analisis dari tiga sub topik tentang pemberitaan 
kasus dugaan money politics JK-Wiranto  sebagai berikut : 
1. Wacana indikasi money politics  pada kampanye JK-Wiranto 
Wacana indikasi money politics pada kampanye Jusuf Kalla dan 
Wiranto di Solo ini dapat ditunjukkan pada tabel 3.2. Dalam tabel tersebut 
disajikan identifikasi dan analisis teks beberapa berita yang mendukung 
wacana indikasi money politics pada kampanye JK-Wiranto. Konstruksi 
terbentuknya wacana ini didukung dengan penggunaan elemen wacana seperti 
tematik, skematik, detil, maksud, koherensi, leksikon dan retoris berupa grafis 























































































































































































































































Dari hasil identifikasi dan analisis pada tabel 3.2, dapat disimpulkan 
bahwa Panwaslu menemukan data riil di lapangan terkait indikasi praktek 
politik uang pada kampanye JK-Wiranto di Solo pada pemilu presiden 2009 
beberapa waktu lalu. Beberapa bukti yang berhasil dikumpulkan tersebut 
antara lain : 
a. Dokumentasi proses pemberian amplop bertuliskan nama ’Jusuf Kalla’ 
kepada seorang warga Sragen yang bernama Erlina Dewi (penerima uang). 
Bukti dokumentasi ini berupa  
- Rekaman video 
- Foto  
Kedua bukti diatas memperkuat adanya praktek politik uang dalam 
kampanye JK karena rekaman video dan foto merupakan bukti nyata yang 
menggambarkan langsung peristiwa proses pemberian uang tersebut. Hal 
ini secara jelas tampak pada data identifikasi berita yang dikutip dari tabel 
3.2 berikut  
Item Berita Skematik Semantik 
SOLOPOS, 23 Juni 2009 
Rekaman Video 
..., sebenarnya dengan bukti-
bukti yang dimiliki Panwaslu 
tentang dugaan politik uang, 
yakni berupa rekaman video 
dan foto…sudah cukup untuk 
dilaporkan ke Poltabes Solo  






SOLOPOS, 23 Juni 2009 
Indikasi politik uang itu 
ditemukan Ketua Panwaslu 
Kota Solo, Sri Sumanta saat 
 
 
Kutipan tidak langsung 
Ketua Panwaslu, Sri 
Sumanta terkait bukti money 
politics mendukung indikasi 
money politics JK mengarah 












Panwaslu terkait dugaan 
politik uang yang 
diungkapkan eksplisit 
(...berupa rekaman video 
dan foto...)à menegas-
kan dugaan money 
politics JK mengarah 
pada pelanggaran aturan 




Maksud eksplisit yang 
menunjukkan bukti 
adanya indikasi politik 
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mendokumentasikan proses 
pemberian amplop bertuliskan 
nama Jusuf Kalla kepada 
Erlina Dewi  
(Paragraf 4, kalimat 9) 
 
uang. à Hal ini 
memperkuat indikasi 
money politics JK 
mengarah pada 
pelanggaran pemilu.  
 
 
b. Surat pernyataan dari Erlina Dewi (penerima uang) dengan dibubuhi 
materai senilai Rp 6.000 yang menerangkan bahwa ia benar-benar 
menerima uang senilai Rp 5 juta dari Jusuf Kalla. Pemberian materai 
dalam surat pernyataan menunjukkan pernyataan Erlina memiliki kekuatan 
hukum sehingga menggambarkan secara tegas bahwa Erlina memang telah 
menerima uang dari Jusuf Kalla. Bukti tersebut dengan jelas tampak pada 
data identifikasi berita yang dikutip dari tabel 3.2 berikut ini 
Item Berita Semantik 
SOLOPOS, 23 Juni 2009 
… Sri Sumanta mengungkapkan, pihaknya sempat 
meminta surat pernyataan kepada Erlina Dewi dengan 
dibubuhi materai senilai Rp 6.000 yang menerangkan 
Erlina Dewi benar-benar menerima uang senilai Rp 5 
juta itu. Dalam surat pernyataan itu, Erlina juga 
menyebutkan penggunaan uang itu untuk melunasi 
utang-utangnya. (Paragraf 6, kalimat 11-12) 
 
 
Detil surat pernyataan dari 
Erlina dapat menegaskan bukti 
adanya indikasi money politics 
JK yang mengarah pada 
pelanggaran aturan pemilu 
 
c. Dokumen klarifikasi tim kampanye daerah dan nasional. Bukti dokumen 
klarifikasi ini meliputi :  
- Undangan klarifikasi terhadap tim kampanye pusat maupun daerah 
- Berita acara klarifikasi terhadap Ketua Tim Kampanye JK-Win Solo  
- Kajian Panwaslu terkait temuan dugaan politik uang 
- Berita acara Panwaslu.  
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Bukti-bukti diatas juga menunjukkan keseriusan Panwaslu untuk 
menindaklanjuti dugaan money politics JK karena berusaha melakukan 
klarifikasi dengan pihak-pihak terkait kasus tersebut. Bukti dokumen 
secara jelas dapat ditunjukkan pada data identifikasi berita yang dikutip 
dari tabel 3.2 berikut ini 
Item Berita Skematik Semantik 
SOLOPOS, 26 Juni 2009 
Lampirkan dokumen 
..., pihaknya juga melampirkan 
rekaman video dan foto saat dugaan 
money politics terjadi di Lapangan 
Kota Barat. Dokumen soal surat 
undangan klarifikasi tim kampanye 
daerah dan nasional, berita acara 
klarifikasi terhadap Ketua Tim 
Kampanye JK-Win Kota Solo, RM 
Kusrahardjo, kajian atas temuan 
dugaan politik uang serta berita acara 














dugaan money politics 
JK menguatkan asumsi 
adanya dugaan money 
politics JK mengarah 
pada pelanggaran 





Beberapa data lapangan yang ditemukan Panwaslu Solo diatas 
menegaskan terjadinya indikasi politik uang yang dilakukan Jusuf Kalla dalam 
kampanye di Solo beberapa waktu yang lalu. Data-data tersebut menjadi bukti 
kuat adanya pelanggaran aturan pemilu dan perlu ditindak sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.  
Dalam hal ini, indikasi money politics pada kampanye JK-Wiranto 
dapat ditindak berdasarkan UU Pemilu yang berlaku. Praktek politik uang 
termasuk dalam tindak pidana pemilu. Menurut UU No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, praktek politik uang ini 
merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 41 ayat (1) huruf (j).  Isi 
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dari pasal ini yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
kepada peserta kampanye.  
Sedangkan sesuai dengan pasal 215 UU No. 42 Tahun 2008, pelaku 
tindak pidana politik uang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 
(www.legalitas.org/id, diakses pada 15 April 2010) 
 
2. Wacana sikap tim kampanye JK-Wiranto menanggapi dugaan money 
politics JK 
Wacana sikap tim kampanye Jusuf Kalla dan Wiranto dalam 
menanggapi dugaan money politics JK dapat ditunjukkan pada tabel 3.3 dan 
tabel 3.4. Dalam kedua tabel tersebut disajikan identifikasi dan analisis teks 
beberapa berita yang mendukung wacana sikap tim kampanye Jusuf Kalla dan 
Wiranto dalam menanggapi dugaan money politics JK. Konstruksi untuk 
membangun wacana ini didukung dengan penggunaan elemen wacana seperti 
skematik, detil, maksud, koherensi, leksikon, dan retoris yang berupa 
metafora. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3. dan tabel 3.4 yang 





























































































































































































































Dari hasil identifikasi serta analisis pada tabel 3.3 dan tabel 3.4, dapat 
disimpulkan bahwa baik tim kampanye nasional/ pusat maupun tim kampanye 
daerah menunjukkan sikap yang sama dalam menanggapi tuduhan Panwaslu 
terkait politik uang yang dilakukan oleh JK. Kedua tim kampanye secara tegas 
membantah adanya politik uang pada kampanye JK-Wiranto di Solo. Mereka 
memberikan klarifikasi dan argumen yang menegaskan bahwa apa yang 
dilakukan Jusuf Kalla bukanlah politik uang. Namun pemberian tersebut 
merupakan bentuk kepedulian sosial dan kedermawanan Jusuf Kalla bagi 
rakyat kurang mampu.  
Bantahan diatas secara terang-terangan menunjukkan bentuk 
pembelaan tim kampanye JK terhadap JK. Kesan adanya pembelaan ini 
terlihat jelas pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip dari tabel 












 23 Juni 2009 
…“Kalau memang 
itu politik uang 
silakan lapor ke 
Bawaslu. Tapi saya 





Wiranto, Indra J 
Piliang di Jakarta, 
Senin. (Paragraf 



















Bantahan tim JK 
yang diungkapkan 
dengan maksud 
secara implisit yang 
mengonstruksikan 
pembelaan tim JK 
bahwa pemberian 
uang JK bukan 






















22 Juni 2009 






















di lokasi kampanye 
membantah 
adanya dugaan 





kepada orang yang 
tidak mampu, 
bukan politik uang. 
(Paragraf 7, 
kalimat 17-18)  










dari tim JK bahwa 
pemberian uang JK 
adalah sumbangan 
pada orang yang 
tidak mampu à Hal 
ini mendukung 
pembelaan bahwa 
pemberian uang JK 





















Selain bantahan yang dilakukan oleh pihak tim kampanye pusat 
maupun daerah, sikap kurang kooperatif dilakukan oleh Jusuf Kalla, Fahmi 
Idris selaku Ketua Tim Kampanye JK-Win Nasional dan Bambang Sadono 
selaku Ketua Tim Kampanye JK-Win Jateng dalam menyikapi dugaan politik 
uang. Ketiga tokoh tersebut mangkir atau tidak datang untuk memenuhi 
undangan klarifikasi dari Panwaslu. Ketidakhadirannya tersebut menunjukkan 
tidak adanya itikad baik dari pihak JK, Fahmi Idris dan Bambang Sadono 
untuk mengklarifikasi dugaan politik uang yang dituduhkan Panwaslu. Tidak 
adanya itikad baik ini tampak pada data identifikasi dan analisis berita yang 
dikutip dari tabel 3.4 berikut ini 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 25 Juni 2009 
Solo (Espos) 
Calon presiden (Capres) Jusuf 
Kalla (JK) dan Ketua Tim 
Kampanye Nasional JK-
Wiranto, Fahmi Idris tidak 
memenuhi undangan Panitia 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
Kota Solo alias mangkir 
untuk dimintai klarifikasi 
tentang dugaan politik uang 
(money politics), Rabu (24/6).  
 
 
Maksud secara eksplisit  
yaitu JK dan Fahmi Idris 
tidak memenuhi panggilan 
panwaslu terkait klarifikasi 
dugaan politik uang à 
mendukung asumsi JK dan 
Fahmi Idris tidak beritikad 





Menurut Kamus Bahasa 
Indonesia, kata ‘mangkir’ 
diartikan dengan tidak 
datang, absen. Leksikon 
’mangkir’ cenderung 
memiliki makna negatif 
yang menegaskan  wacana 
bahwa JK dan Fahmi Idris 
tidak memiliki itikad baik 
untuk memenuhi panggilan 
 cvi 
(Paragraf  1, kalimat 2) panwaslu 
 
... Sumanta menerangkan, 
agenda JK, Rabu kemarin, 
berkunjung ke Kepulauan 
Riau dan Sumatra Utara... 
Fahmi Idris tidak ada jadwal 
rencana kunjungan ke luar 
daerah termasuk ke Panwaslu 
Solo.(Paragraf 5, kalimat 8-9) 
Kutipan  tidak langsung 
Ketua Panwaslu terkait 
agenda JK dan Fahmi Idris 
pada hari klarifikasi 
memperkuat asumsi JK 
dan Fahmi Idris memang 
tidak beritikad baik meme-
nuhi panggilan Panwaslu 
Detil agenda JK dan Fahmi 
Idris pada hari undangan 
Panwaslu menguatkan  
asumsi JK dan Fahmi Idris 
tidak memiliki itikad baik 




klarifikasi untuk Ketua Tim 
Kampanye JK-Wiranto Jateng, 
Bambang Sadono juga hanya 
diwakili kuasa hukumnya 
Samsul Bahri yang juga Tim 
Advokasi Kampanye JK-
Wiranto Jateng didampingi 
dua orang anggota tim 
kampanye lainnya. 
(Paragraf 2, kalimat 3) 
 
Maksud secara eksplisit  
yaitu undangan Bambang 
Sadono diwakili kuasa 
hukum dan anggota tim 
kampanye à 
menggambarkan Bambang 
Sadono tidak beritikad 
baik memenuhi panggilan 
Panwaslu karena keda-
tangan kuasa hukum juga 
tidak dapat menambah 




Tidak adanya itikad baik dari baik dari Jusuf Kalla, Fahmi Idris 
maupun Bambang Sadono mengesankan bahwa mereka bersikap tidak serius 
dan cenderung mengabaikan permasalahan terkait politik uang tersebut. 
Secara tidak langsung, sikap ini tentu saja mampu menimbulkan persepsi 
negatif di benak khalayak terhadap Jusuf Kalla, Fahmi Idris dan Bambang 
Sadono. Sikap ketiga tokoh yang tidak hadir tersebut juga bisa dimaknai 
dengan sikap menyangkal atau tidak mengakui adanya praktek politik uang 
yang dituduhkan oleh pihak panwaslu. Tidak adanya kerjasama dari pihak-
pihak terkait seperti inilah sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab 
kasus praktek politik uang di Indonesia tidak dapat dibuktikan secara hukum 
dan pelaku tindak pidana politik uang tidak dapat dikenai sanksi.   
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3. Wacana keterlibatan institusi tertentu dalam menindaklanjuti dugaan 
money politics JK 
Wacana keterlibatan institusi tertentu dalam menindaklanjuti dugaan 
money politics JK dapat ditunjukkan pada tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 3.6. 
Dalam ketiga tabel tersebut disajikan identifikasi dan analisis teks beberapa 
berita yang mendukung wacana keterlibatan institusi tertentu dalam 
menindaklanjuti dugaan money politics JK. Konstruksi untuk membangun 
wacana ini didukung dengan penggunaan elemen wacana seperti skematik, 
detil, maksud, bentuk kalimat, koherensi, leksikon, dan retoris yang berupa 
metafora.  
Dalam wacana keterlibatan institusi tertentu dalam menindaklanjuti 
dugaan money politics JK terdapat beberapa institusi yang concern dalam 
menangani kasus money politics ini. Institusi-institusi tersebut memiliki dan 
menjalankan perannya masing-masing dalam menanggapi kasus dugaan 
money politics Jusuf Kalla. Peran serta institusi terkait penanganan kasus 
Jusuf Kalla ini ditunjukkan dalam tabel identifikasi dan analisis berita secara 
terpisah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 (lihat halaman 73-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dari hasil identifikasi serta analisis pada tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 
3.6, dapat disimpulkan bahwa pada kasus dugaan money politics JK-Wiranto 
ini, terdapat beberapa institusi tertentu yang concern dan terlibat dalam 
menangani kasus money politics antara lain : 
o Bawaslu 
Sesuai dengan UU Pemilu, Bawaslu merupakan badan yang 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye. Pada proses penanganan 
dugaan money politics JK, Bawaslu menerima laporan pelanggaran dari 
Panwaslu daerah kemudian memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut 
Panwaslu selanjutnya. Bawaslu berkewajiban memberikan arahan terhadap 
langkah yang diambil Panwaslu serta senantiasa melakukan pengawasan, 
monitoring dan mendapatkan laporan rutin dari Panwaslu tentang 
perkembangan kasus JK.  Hal tersebut menunjukkan kesan adanya keseriusan 
serta koordinasi yang baik antara pihak Bawaslu dan Panwaslu dalam 
menindaklanjuti tindak pelanggaran pemilu. Peran serta Bawaslu ini dapat 
dilihat pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip dari tabel 3.2 
(lihat halaman 73-74 ) berikut ini 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 24 Juni 2009 
Pada bagian lain Bawaslu 
merekomendasikan kepada 
Panwaslu Solo untuk 
menindaklanjuti kasus dugaan 
pelanggaran kampanye yang 
dilakukan tim JK-Wiranto. 




meminta Panwaslu untuk 
menindaklanjuti dugaan 




kasus money politics JK 
 
Menurut Kamus Bahasa 
Indonesia (Pusat Bahasa 
Depdiknas, 2008: 1189), 
kata ’merekomendasikan’  
berarti menasehatkan 
menganjurkan. Leksikon 
tersebut dimaknai dengan 
Bawaslu menganjurkan 
kasus money politics JK 
ditindaklanjuti. à  Hal ini 
menunjukkan adanya 
keterlibatan Bawaslu dalam 
 cxxxvii 
menindaklanjuti kasus 
money politics JK 
Bawaslu juga melakukan 
monitoring proses tindak 
lanjut Panwaslu Solo sampai 
pelimpahan berkas berita acara 
pemeriksaan (BAP) dan 
sejumlah bukti ke pihak 
kepolisian. 
(Paragraf 11, kalimat 25) 
Maksud eksplisit 
menyatakan Bawaslu akan 
terus memonitor proses 
tindaklanjut kasus dugaan 
politik uang JK. Hal ini 
menunjukkan dukungan 
pada Panwaslu Solo untuk 
menindaklanjuti dugaan 
money politics JK dan 
peran serta Bawaslu dalam 
mengawasi kasus JK.   
 
 
o Panwaslu Solo 
Keterlibatan Panwaslu Solo dalam menindaklanjuti indikasi praktek 
money politics JK ditunjukkan dengan usaha-usaha Panwaslu antara lain : 
a. Mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait indikasi politik uang JK 
Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut diantaranya adalah rekaman video 
dan foto yang mendokumentasikan proses pemberian uang serta surat 
pernyataan dari penerima uang (Erlina Dewi). Hal ini dapat ditunjukkan 





























waslu telah  memi-
liki bukti dugaan 




gaan politik uang JK 
  
SOLOPOS, 
23 Juni 2009 
Menindaklanjuti 
dugaan politik 
uang itu, Panwaslu 
Solo mendatangi 
kediaman Erlina ... 
  
 
Maksud eksplisit  
menjelaskan usaha 
panwaslu menda-
























































































dugaan politik uang 
yaitu dengan 
mengumpulkan 
bukti yang terkait.  
  
 
b. Melaporkan dugaan money politics JK ke Bawaslu 
Panwaslu merupakan pengawas pelaksanaan pemilu tingkat daerah yang 
bertanggung jawab pada Bawaslu. Oleh karena itu segala tindak 
pelanggaran pemilu yang ditemukan panwaslu harus dilaporkan pada 
Bawaslu untuk mendapat rekomendasi tindakan selanjutnya. Seperti 
halnya dalam kasus dugaan money politics JK, Panwaslu Solo juga  harus 
melaporkan temuan tindak pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Hal ini 
dapat ditunjukkan pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip 
dari tabel 3.5 berikut 
 cxxxix 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 23 Juni 2009 
Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu), telah melaporkan 
dugaan money politics itu ke 
Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu).  










dugaan money politics JK 
 
Kalimat aktif menonjolkan 
posisi subyek yakni Pan-
waslu Solo. Kalimat ini 
menekankan usaha 
Panwaslu melaporkan 
dugaan money politics ke 
Bawaslu sehingga dapat 
memperkuat keseriusan  
Panwaslu menindaklanjuti 
dugaan money politics JK 
 
 
c. Memanggil saksi-saksi yang terkait untuk dimintai klarifikasi tentang 
dugaan money politics JK 
Salah satu keterlibatan panwaslu dalam menindaklanjuti dugaan money 
politics JK adalah dengan memanggil saksi terkait dugaan money politics 
untuk diklarifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini panwaslu mengundang 
beberapa pihak seperti Jusuf Kalla, ketua tim kampanye JK-Wiranto baik 
tingkat kota Solo (RM. Kusrahardjo), tingkat Jateng (Bambang Sadono) 
dan tingkat nasional (Fahmi Idris) untuk dimintai keterangannya terkait 
dugaan money politics pada kampanye JK-Wiranto di Solo. Usaha 
panwaslu ini dapat ditunjukkan pada data identifikasi dan analisis berita 












22 Juni 2009 



















pihak yang terlibat. 
























































kan usaha Panwaslu 
meminta keterangan 
pada pihak JK 
terkait dugaan 










































24 Juni 2009 
... Besok (hari ini-





pukul 10.00 WIB, 
Pak JK pukul 
14.00 WIB dan 
Ketua Tim 
Kampanye pusat 

























Detil nama dan 








politik uang JK. Hal 







d. Melaporkan dugaan money politics JK ke pihak kepolisian untuk diproses 
secara hukum. 
Setelah mendapatkan bukti yang cukup terkait dugaan politik uang JK, 
pihak panwaslu melaporkan tindak pelanggaran pemilu tersebut ke pihak 
kepolisian untuk diproses sesuai perosedur hukum yang berlaku. Hal ini 
 cxli 
dapat ditunjukkan pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip 
dari tabel 3.5 berikut 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 25 Juni 2009 
Kendati Panwaslu tidak 
menghasilkan tambahan 
keterangan apa pun dari ketiga 
tim kampanye itu, ....Panwaslu 
Solo tetap akan melimpahkan 
berita acara pemeriksaan 
(BAP) dan sejumlah barang 
bukti kasus dugaan politik 
uang dalam kampanye JK-
Wiranto ke kepolisian...  





tetap melimpahkan BAP 
dan barang bukti dugaan 
politik uang JK ke polisi 
meskipun tidak mendapat 
keterangan tambahan à 
Hal ini mengonstruksikan 
keseriusan Panwaslu 
menindaklanjuti dugaan 
politik uang JK. 
 
Kalimat aktif menonjolkan 
posisi Panwaslu Solo dan 
menekankan usaha 
Panwaslu untuk tetap 
melimpahkan BAP dan 
bukti dugaan politik uang 
ke polisi. Hal ini  
menegaskan keseriusan  
Panwaslu menindaklanjuti  
dugaan money politics JK 
SOLOPOS, 26 Juni 2009 
Dalam laporan itu, Panwaslu 
melampirkan depan barang 
bukti (BB) yaitu surat laporan 
ke Bawaslu mengenai hasil 
pengawasan kampanye JK di 
Lapangan Kota Barat dan 
surat pernyataan dari Erlina 
(Paragraf 8, kalimat 13) 
 
…... pihaknya juga melampir-
kan rekaman video dan foto 
saat dugaan money politics 
terjadi di Lapangan Kota 
Barat. (Paragraf 9, kalimat 15) 
 
Maksud eksplisit pada 
paragraf 8 dan 9 
menyatakan Panwaslu 
melampirkan bukti-bukti  
dugaan money politics 
dalam laporannya ke 
polisi. à Hal ini 
menunjukkan Panwaslu 
serius menindaklanjuti 
dugaan money politics JK 
karena laporan Panwaslu 
ke polisi dilengkapi 
dengan bukti indikasi 
money politics   
 
 
Kalimat aktif  pada 
paragraf 8 dan 9 bertujuan 
menonjolkan posisi subyek 
yakni Panwaslu Solo. 
Kalimat ini menekankan 
usaha Panwaslu 
menyertakan bukti-bukti 




money politics JK 
 
 
e. Selalu mengikuti perkembangan penyidikan polisi terkait kasus dugaan 
money politics JK 
Upaya panwaslu dalam menindaklanjuti dugaan politik uang JK tidak 
hanya berhenti sampai laporan kepada polisi. Namun panwaslu selalu 
mengikuti perkembangan penyidikan polisi. Dengan selalu mengikuti 
perkembangan penyidikan, Panwaslu dapat segera menanggapi langkah 
yang diambil kepolisian. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa panwaslu 
mengawasi penyidikan yang dilakukan polisi. Usaha panwaslu ini secara 
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jelas dapat dilihat pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip 
dari tabel 3.5 berikut 
Item Berita Skematik Semantik Sintaksis Stilistik 
SOLOPOS,  
27 Juni 2009 


















































    
SOLOPOS,  
5 Juli 2009 
Solo (Espos) 
Panwaslu Solo 
mendesak  pihak 
Poltabes Solo 
untuk memeriksa 



































































































































atas SP2HP. Surat 
tersebut antara lain 









lain, yaitu Jusuf 
Kalla selaku 











































Usaha Panwaslu ini telah dilakukan sesuai prosedur dan menunjukkan  
keseriusan Panwaslu Solo menindaklanjuti dugaan money politics JK. 
Keseriusan ini menjadi upaya pembuktian Panwaslu bahwa pihaknya selaku 
aparat pengawas pemilu bertindak tegas, adil dan tidak terpengaruh intervensi 
pihak lain dalam menindak pelanggaran aturan pemilu yang terjadi. Tidak 
peduli pelanggar aturan pemilu adalah tokoh yang berkuasa ataupun pejabat. 
Hal ini dilakukan mengingat adanya stigma negatif yang berkembang di 
masyarakat bahwa panwas daerah tidak tegas dan seringkali kecolongan dalam 
menangani kasus tindak pelanggaran pemilu.  
o Poltabes Solo 
Keterlibatan Poltabes Solo dalam menangani kasus dugaan money 
politics JK ditunjukkan dengan menindaklanjuti laporan Panwaslu yaitu 
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait seperti Ketua 
 cxliv 
Panwaslu Solo maupun penerima uang. Hal ini dapat ditunjukkan pada data 
identifikasi dan analisis berita yang dikutip dari tabel 3.6 berikut  
Item Berita Skematik Semantik 
SOLOPOS, 26 Juni 2009 
Kapoltabes Solo Kombes 
Pol Joko Irwanto 
menegaskan,  pihaknya 
memintai keterangan Sri 
Sumanta sebagai saksi 
pelapor. ..., pihaknya juga 
melakukan jemput bola 
dengan mendatangi Erlina 
serta saksi lain.  






laporan panwaslu.  
 
Secara eksplisit menyatakan 
poltabes meminta keterangan dari 
pelapor dan saksi-saksi terkait 
dugaan money politics. Sikap 
poltabes dalam menanggapi 
laporan Panwaslu menunjukkan 
bahwa poltabes bertindak tanggap 
menangani kasus JK 
 
 
Namun, dalam proses penanganan dugaan money politics, Poltabes 
cenderung bersikap terlalu hati-hati dalam memeriksa saksi. Sikap hati-hati 
poltabes ini secara jelas dapat dilihat pada data identifikasi dan analisis berita 
yang dikutip dari tabel 3.6 berikut 
Item Berita Skematik Semantik 
SOLOPOS, 26 Juni 2009 
Saat disinggung mengenai 
kemungkinan pemeriksaan 
terhadap JK, dia 
mengungkapkan, pihaknya 
akan melihat hasil 
penyelidikan yang 
dilakukan....  








memeriksa JK.  
 
Secara eksplisit menyatakan 
maksud bahwa poltabes akan 
melihat hasil penyelidikan terkait 
kemungkinan diperiksanya JK à 
menunjukkan poltabes tidak 
gegabah memeriksa JK. Hal ini 
menggambarkan bahwa poltabes 
bertindak hati-hati dalam 
menangani kasus JK.   
SOLOPOS, 27 Juni 2009 
... “Soal unsur pidana, masih 
ada pemeriksaan beberapa 
saksi lagi sehingga kami 
tidak bisa menyimpulkan 
secara parsial. Setelah ada 
semua keterangan, baru bisa 
disimpulkan,” kata 
Kapoltabes Solo... 














Secara eksplisit menyatakan 
poltabes tidak bisa menyimpulkan 
unsur pidana kasus JK secara 
parsial karena masih ada 
pemeriksaan beberapa saksi. à 
Hal ini menunjuk-kan poltabes 
tidak ingin bertindak gegabah 
dalam mengambil kesimpulan 
sehingga menunjukkan Poltabes 
bertindak hati-hati dalam 
menangani kasus JK.  
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SOLOPOS, 1 Juli 2009 
...”Sementara ini indikasi 
money politics belum ada. 
Tapi kami tidak boleh 
mengambil kesimpulan 
sebelum semuanya tuntas. 
Nanti kesimpulan akan 
diambil setelah gelar 
perkara,” kata Joko... 






poltabes tidak ingin 
gegabah mengambil 






Secara eksplisit menjelaskan 
pihak poltabes tidak boleh 
mengambil kesimpulan sebelum 
semuanya tuntas à Hal ini 
menunjukkan poltabes bertindak 
hati-hati dalam menangani kasus 




Sikap hati-hati ini malah menimbulkan kesan bahwa Poltabes 
bertindak tidak tegas dan tertutup seperti mendapatkan intervensi dari pihak 
lain. Hal ini mengingat tokoh yang terlibat adalah Jusuf Kalla selaku wapres 
pada masa itu dan salah satu kandidat capres dari Golkar yang memiliki peran 
dan jabatan penting di Indonesia. Dalam hal ini maka tidak tertutup 
kemungkinan, pihak Poltabes mendapatkan intervensi dari pihak tertentu 
terkait penanganan kasus JK. 
Selain itu, adanya intervensi pihak tertentu dalam penanganan kasus 
JK juga ditunjukkan dengan tidak diperiksanya JK dalam proses penyidikan. 
Padahal JK adalah pihak terlapor. Hal tersebut dapat membangun asumsi 
bahwa Poltabes bertindak membedakan dan tidak adil dalam menangani kasus 
JK. Disamping itu, Poltabes juga belum melakukan pemeriksaan terhadap 
saksi ahli yang benar-benar berkompeten dalam kasus tersebut. Hal ini dapat 
memberikan kesan bahwa Poltabes cenderung membela serta memihak JK dan 
belum melakukan prosedur hukum yang sesuai. Sikap poltabes tersebut dapat 
ditunjukkan pada data identifikasi dan analisis berita yang dikutip dari tabel 























Wiranto dan dua 






























Poltabes terkait tidak 
tuntasnya pemerik-
saan pada JK,  Tim 
Kampanye Nasional 
JK-Wiranto dan dua 













nas, 2008 : -




























KPU Jateng bukan 
merupakan 
pemeriksaan saksi 











































































































Sikap yang dilakukan pihak Poltabes inilah yang menjadi penyebab 
sangat sedikitnya pelaku tindak pidana politik uang yang dikenakan sanksi. 
Walaupun sudah terdapat berbagai peraturan perundangan pemilu yang 
mengatur tentang berbagai kualifikasi perbuatan politik uang, tetapi tindak 
pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penegakan hukum. 
 
4. Wacana sikap masyarakat menanggapi dugaan money politics JK 
Wacana sikap masyarakat menanggapi dugaan money politics JK dapat 
ditunjukkan pada tabel 3.7. Dalam tabel tersebut disajikan identifikasi dan 
analisis teks beberapa berita yang mendukung wacana sikap masyarakat 
menanggapi dugaan money politics JK. Konstruksi untuk membangun wacana 
ini didukung dengan penggunaan elemen wacana seperti skematik dan 
maksud. Pada wacana tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat 
beberapa pihak dalam masyarakat terkait apakah pemberian uang JK adalah 
politik uang atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 3.7. 



























































































Dari hasil identifikasi serta analisis pada tabel 3.7 dapat disimpulkan 
bahwa pada kasus dugaan money politics JK-Wiranto ini ternyata 
menimbulkan perbedaan pendapat terkait pengertian  money politics diantara 
kalangan masyarakat. Terdapat pro dan kontra dalam menyikapi dugaan 
money politics Jusuf Kalla. Pihak yang terlibat perbedaan pendapat ini 
dibedakan dua yaitu 
o Pro yaitu pihak yang berpendapat bahwa pemberian uang JK termasuk 
politik uang 
Pihak yang setuju bahwa pemberian uang JK termasuk dalam politik 
uang ini dikemukakan Anggota KPU Solo Divisi Hukum dan Pengawas, F 
Untung Sutanto. Secara lebih jelas dapat dilihat pada pada data identifikasi 
dan analisis berita yang dikutip dari tabel 3.7 berikut ini 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 27 Juni 2009 
Anggota KPU Solo Divisi 
Hukum dan Pengawas, F 
Untung Sutanto mengatakan, 
jika dilihat dari unsur materiil, 
yakni adanya penyerahan 
sejumlah uang dari JK kepada 
warga Gemolong itu memang 
sudah terpenuhi. Unsur 
substansinya bahwa kampanye 
itu ada unsur ajakan, sambung 
dia, juga terpenuhi. 
(Paragraf 13, kalimat 29-30) 
 
 
Kutipan tidak langsung 
anggota KPU terkait 
money politics pada kasus 
JK. Anggota KPU ini 
berpandangan jika 
pemberian uang JK 





pemberian uang JK 
termasuk money politics 
karena telah memenuhi 
unsur materiil dan 
substansi. à Tanggapan 
anggota KPU menunjukkan 
perbedaan pendapat terkait 
pengertian money politics. 
Hal ini  dapat menunjukkan 
bahwa belum ada batasan 
dan dasar hukum yang jelas 
terkait money politics. 
 
o Kontra yaitu pihak yang berpendapat bahwa pemberian uang JK bukan 
termasuk politik uang 
Pihak yang tidak setuju bahwa pemberian uang JK termasuk dalam 
politik uang ini dikemukakan oleh pakar hukum UNS, Muh Yamin. Secara 
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lebih jelas dapat dilihat pada pada data identifikasi dan analisis berita yang 
dikutip dari tabel 3.7 berikut ini 
Item Berita Semantik Stilistik 
SOLOPOS, 27 Juni 2009 
… pakar hukum UNS, Muh 
Yamin …mengungkapkan, 
dalam dugaan politik uang itu 
harus ada unsur memengaruhi 
atau mengajak yang 
bersangkutan untuk memilih. 
Dalam kasus kampanye JK ini, 
kata dia, unsur memengaruhi 
atau ajakan atas pemberian 
uang itu masih kabur dan 
lemah jika dibawa ke ranah 
dugaan politik uang. 
(Paragraf 10, kalimat 24-25) 
 
 
Kutipan tidak langsung 
pakar hukum UNS tentang 
pendapat terkait money 
politics pada kasus JK. 
Pakar hukum ini 
berpandangan jika 
pemberian uang JK bukan 





pemberian uang JK masih 
kabur dan lemah jika 
dianggap dugaan politik 
uang à Tanggapan pakar 
hukum ini menunjukkan 
perbedaan pendapat terkait 
pengertian money politics 
yang menunjukkan bahwa 
belum ada batasan dan 
dasar hukum yang jelas 
terkait money politics 
sehingga muncul 




Perbedaan pendapat dari dua pihak di kalangan masyarakat dalam 
menyikapi dugaan money politics JK menunjukkan belum ada batasan dan 
dasar hukum yang jelas yang disepakati bersama terkait money politics 
sehingga muncul pengertian money politics sesuai dengan pemahaman 
masing-masing. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa hanya sedikit pelaku 
tindak pidana politik uang yang dikenakan sanksi. Seperti pendapat Winardi 
(2009 : 161-162) dalam Jurnal Konstitusi bahwa dalam peraturan perundangan 
pemilu sendiri, tidak ada batasan jelas mengenai politik uang terutama dalam 
membedakan penggunaan uang untuk aktivitas politik sehingga menimbulkan 
kebingungan. Wacana terkait pro kontra sikap masyarakat dalam menanggapi 







Berita dipandang sebagai hasil konstruksi realitas. Dalam proses 
konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama dan merupakan instrumen 
pokok untuk menceritakan realitas. Penggunaan bahasa tertentu akan 
menentukan makna tertentu. Begitu pula dengan konstruksi peristiwa kasus 
dugaan money politics kampanye Jusuf Kalla – Wiranto di Solo yang disajikan 
dalam teks berita. Hasil konstruksi tersebut dapat membangun wacana dalam 
benak pembaca.  
Penelitian ini merupakan apresiasi dan penafsiran terhadap teks berita 
kasus dugaan money politics kampanye Jusuf Kalla – Wiranto di Solo periode 
22 Juni 2009-10 Juli 2009. Selama periode tersebut terdapat 11 teks berita 
yang sesuai fokus penelitian ini. Sebelas berita tersebut diidentifikasi dan 
dianalisis melalui analisis teks dengan menggunakan elemen wacana seperti 
tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. Melalui elemen 
tersebut, wacana-wacana yang berkembang terkait pemberitaan kasus dugaan 
money politics kampanye Jusuf Kalla – Wiranto, antara lain 
1. Wacana indikasi money politics pada kampanye JK-Wiranto 
Adanya indikasi money politics pada kampanye JK-Wiranto ini 
ditunjukkan dengan bukti-bukti yang ditemukan Panwaslu di lapangan 
diantaranya  rekaman video, foto dan surat pernyataan dari penerima uang 
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(Erlina Dewi). Bukti-bukti ini menegaskan terjadinya indikasi politik uang 
yang dilakukan Jusuf Kalla dalam kampanye di Solo beberapa waktu lalu 
dan menjadi bukti kuat adanya pelanggaran aturan pemilu yang perlu 
ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.  
2. Wacana sikap tim kampanye Jusuf Kalla dan Wiranto menanggapi dugaan 
money politics JK 
Tim kampanye JK-Wiranto baik pusat maupun daerah secara tegas 
membantah dugaan money politics JK yang dituduhkan Panwaslu. 
Bantahan ini menunjukkan bentuk pembelaan tim kampanye JK bahwa 
yang dilakukan JK bukanlah politik uang, tetapi kepedulian sosial pada 
rakyat kurang mampu. Selain itu sikap kurang kooperatif dilakukan oleh 
Jusuf Kalla, Fahmi Idris dan Bambang Sadono dalam menyikapi dugaan 
politik uang. Ketiga tokoh tersebut mangkir dari undangan klarifikasi 
Panwaslu. Ketidakhadirannya itu menunjukkan tidak ada itikad baik dari 
pihak JK, Fahmi Idris dan Bambang Sadono untuk mengklarifikasi dugaan 
politik uang dan mengesankan bahwa mereka bersikap tidak serius dan 
cenderung mengabaikan permasalahan terkait politik uang tersebut. 
3. Wacana keterlibatan institusi tertentu dalam menindaklanjuti dugaan 
money politics JK 
Terdapat beberapa institusi tertentu yang concern dan terlibat dalam 
menangani kasus money politics antara lain Bawaslu, Panwaslu Solo dan 
Poltabes Solo. Dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu cukup serius 
menindaklanjuti dugaan money politics. Hal ini dilihat dari teks berita 
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yang secara positif menyajikan usaha-usaha kedua institusi tersebut untuk 
membuktikan adanya dugaan politik uang pada kampanye JK.  
Keterlibatan menindaklanjuti kasus JK ini juga dilakukan Poltabes 
Solo yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Namun, 
dalam proses penanganan dugaan money politics, Poltabes cenderung 
bersikap terlalu hati-hati dalam memeriksa saksi sehingga menimbulkan 
kesan Poltabes bertindak tidak tegas dan seperti mendapatkan intervensi 
dari pihak lain. Hal ini mengingat tokoh yang terlibat adalah Jusuf Kalla 
selaku wapres pada masa itu dan salah satu kandidat capres dari Golkar 
yang memiliki peran dan jabatan penting di Indonesia. Adanya intervensi 
pihak tertentu dalam penanganan kasus JK ditunjukkan dengan tidak 
diperiksanya JK dan saksi ahli dalam proses penyidikan. Hal tersebut 
membangun asumsi bahwa Poltabes bertindak tidak adil dalam menangani 
kasus JK dan cenderung membela JK. 
4. Wacana sikap masyarakat menanggapi dugaan money politics JK 
Kasus dugaan money politics JK-Wiranto ini menimbulkan pro kontra 
di kalangan masyarakat menyikapi dugaan money politics Jusuf Kalla. 
Perbedaan pendapat dalam menyikapi dugaan money politics JK ini 
menunjukkan belum ada batasan dan dasar hukum yang jelas yang 
disepakati bersama terkait money politics sehingga muncul pengertian 
money politics sesuai dengan pemahaman masing-masing. Wacana ini 
juga ditujukan untuk mengkritik pemerintah selaku penyelenggara pemilu. 
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Dari wacana diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus 
dugaan money politics di mata hukum belum ditangani secara maksimal. Hal 
ini disebabkan beberapa faktor seperti lemahnya aparat penegak hukum, 
belum adanya batasan serta dasar hukum jelas terkait praktek money politics 
dan kurang adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terkait (panwaslu, polisi 
dan tim kampanye kandidat capres) sehingga praktek money politics sulit 
dibuktikan secara hukum. 
Dalam mengkonstruksi wacana berkaitan dengan pemberitaan money 
politics JK, teks berita SOLOPOS lebih banyak menggunakan elemen skematik, detil, 
maksud dan leksikon. Selain itu kesebelas teks berita juga memanfaatkan elemen 
koherensi, bentuk kalimat, metafora dan grafis. Namun, penggunaan elemen 
tersebut lebih dimaksudkan untuk mendukung serta memperkuat wacana yang 
terbentuk. Berdasarkan wacana yang dibangun tersebut, teks berita SOLOPOS 
memiliki kecenderungan mengkonstruksikan peran Bawaslu dan Panwaslu Solo 
secara positif. Hal ini ditunjukkan dengan porsi pemberitaan dari pihak Panwaslu 
lebih dominan daripada pihak lain. Sedangkan JK dan pihak poltabes cenderung 
dikonstruksikan secara negatif.  
 
B. SARAN 
Sebagai akhir dari penelitian ini, Penulis menyampaikan saran yaitu : 
1. Bagi media, dalam hal ini SOLOPOS. Dalam memberitakan suatu 
peristiwa diharapkan teks berita menyajikan porsi pemberitaan seimbang 
antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.  
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2. Bagi peneliti lain, penelitian mengenai teks berita merupakan suatu kajian 
yang bersifat terbuka. Penulis berharap akan ada penelitian lain sejenis dan 
mengembangkannya dengan tidak sekedar pada level tekstual saja. 
3. Bagi pembaca, sebaiknya lebih kritis dalam memaknai apa yang disajikan 
media cetak. Karena realitas sosial dalam media belum tentu merupakan 
realitas sebenarnya. Hasil analisis terkait konstruksi kasus dugaan money 
politics Jusuf Kalla pada teks berita ini diharapkan mampu memberikan 
gambaran kepada pembaca mengenai realitas fenomena money politics 
dalam kampanye pemilu dan penanganan kasus money politics di mata 
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